GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/604/VI.02/HK/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG

BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

B

h.

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 avat (1}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh
Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Ewvaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yvang lebih
tinggl, kepenlingan umum, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Angparan Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang lentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

.
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10.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang-Undanz Nomeor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2J23
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomoo 4,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomer 6757);

Peraturan Pemerintah WNomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintanan
Daecrah ([Lembaran Negaca Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1});

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pelaksunaan Tugas dan Wewenang Subernur sebagai Walil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Fepublik indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemenatah Noror 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasilikasi, HKodefikasi, Dan Nomenklatwr Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 rentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Deerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kcpala
Da=rah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor
431);

Peraturan Menter! Dalam Neger! Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nomor 33 Tahun
2018 teniang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintuh Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

Peraturan Menten Dalam Negerni Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dar Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972)

MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANC
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN  BUPATI TULANG  BAWANG  TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.JA DAEFRAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang tentang Perubahlan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20232 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tulang Bawang tentang Penjabaran Ferubahun Angguran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana (orcantum  dalam Lampiran Kepuiusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penvempu-naan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaien
Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebapaimana dimaksud
Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari seja% diterimanya
Keputusan ini,



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam hal hasil evaluast sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang
Bawang, dan Bupati Tulang Bawang menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeran Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Daerah dan Pancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Penjabaran Perubahon Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati
Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
MNegeri, untuk melakukan penundaan dan/atnu pemotongin
Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaien Tulang Bawang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah
dissmpurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi
achagaimana dimaksud Dikium Kesatu, Rancangan Peraturan
Daerah dan Rarncangan Peraturan Bupatli dimaksud dapait
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bewang
tentang Perubahar Anggaran Pendapetan dan Belanja Daeran
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peratu-an Bupati Tulang
Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran fendapatan
dan Belanja Dacrah Tabun Anggaran 2023 vang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
Perubahan Anggzaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menten
Daiam Negeri dan Gubernur Lampung paling iambat 7 (tbijuh)
hari setelah ditetapkan.
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KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian harn ternyvata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal \5 o¥ober 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembiusn:

1. Menter Dalam Hegu'i Ftr.puh'lth Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Keusngan Republik Indonesaa di Jakarta;

A, Kepala Badan Pemerikss Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provins] Lampung d Bander Lampaing,
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;

5. Inapektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinel Lampung di Bandar Lampung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/604,/V0L02/HK,/2023
TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEM TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN  ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BJFATI
TULANG BAWANG TENTANG
PEN. JABARAN PERUBAHAN ANJGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUAS]I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TULARG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

KEBLJIAKAN UMUM

Herdasarkan Pasal 315 avat (1) Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah bebe-apa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko'a tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untui ita dalam proses pelaksanaann ra
agar memedomani:

A, Tahapan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tanapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan AFBD
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I Eiraan Pernetapan Persetujuan [ Surat Keterangan
_ ati ik i s —
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||| e
minggu 11 bulan
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa lahapan yvang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unituk itu Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada tahupan dan jadwal
proses penyusunan APBL Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan bulir
F.l.a.B).c) Lampran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

. Kebijakan wumum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

l. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesdal
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemenrtah Nomor |2 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Duaecrah (REUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai nenambah
ekuitas yvang merupakan hak daerab dalam 1 (satu) tahun anggaran
sesual ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Femerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah darn butir C.1,
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

¢. Penganggaran pendapatan Bagian Laba aias Penyertaan Modal
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penvertaan modal
pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)] dengan jumlah total
penyvertasn modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manfaal ekonomi, sosial dan/satau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Noumor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Penyertaan modal Pemerintah Duerah kepada BUMD yang kinerjanva
belum memadai (performance based), harus dilakukan langkah-
langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat seluruh; sebagian aset dan  kekayaan
perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah
yang tercatat dalam ikhtisar laperan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



d. Melakukan reformasi kebijukan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui

inovasi kebijakan serta mitigasi dampak urtuk percepatan pemulihan
ckonami dan restrukturisasi traasformasi ekonoma.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah menvusun program pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah  pemenuhan
kebutuhan urcsan pemerintahan wajib yang terkant dergan pelayanan
dasar dasar dan pencapaijan casaran pembangunan sesuai ketentuan
butir 0.1 Lampiran Peraturan Mentea Dalam Negeri Nomor 84 Tahuan
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

b, Belanja unmuk pemenuhan urusen wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar discsuaikan untuk pencapaian Stancar Pelayanan
Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan wrusan pemerintahan pilihan  setelah mempertimbangkan
pemenuban kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terlkait
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir 0.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anpggaran 2023,

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kKinerja pelayanan publk tap-tiap urusan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangks
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdesarkan alokasi
angegaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasicnal Tahun 2023 sesuai dengun
kewenangan masmg-masing tingkatan Pemrernintah Daerah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yvang menjodi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Discase 2019 (COVID-19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan nermal baru, produktif dan aman COVID-
19 ch berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir [.5 Lampiran
Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 84 Tahun 2022 tentaug
Pedoman Penyusunar APBD Talun Anggaran 2023,

e, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesua: dengan
ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran Prraturan Mentesi Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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3. Kebijakan Pembiavaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setisp penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterimu kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun angzaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah
dan butir E Lampiran Peraturan Jdeateri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentarg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapetan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANC PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGUARAN 2023 DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIF TINGGI DAN
KEPENTINGAN UMUM

A, Kebijakan Pendapatan Dacrah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
Epl.400.653.951.750,00 berkurang ssbesar Rpl17.957.073.319,00 menjudi
scbhesar Rpl.382.696.878.431,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam

Tabel 2 sebagai berikut:
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Tabel 2
Pendapatan Daerah

i R _,II’I ; =
U
= 4 i
Y i ey !
—— e - -
Target | Peabsasi &:mewter 1 % [
4 E 4=22 ]
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o 1n9,751.071.965 | 7.132.053.862 | 6,50% 129.171.628,229 19 420,556, 244 17,70% 5.52%
Perdapatan Tranafer 1.210.548. ' 12,388 307 551 857.980 az a4 | 1175074302875 (35.472.719.513] -2,93% 1363%
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Pendupatan Transfer Antar Dasrah 00 963 506.975 30 120 BES B70 30,33% 99 063 506 575 0 0,005 30.33%
|
Lam- Ladn Pondapatan Daeral T
=, Acmp erah Yang 26,839, 267,838 20,478 000 0,08% 19.325.015 118 i7 514.252.720) -28,00% 0.11%
Pendapatan Hibub 26830267 438 10, ATE 000 0, 0t 19325015118 {7.514.252.720) -28,00% 0.11%
Lain kain Pemslapalon Sssual dengan
Kerentuan Peraturan Percndang- -
Unidangan
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Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatai dacrah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PFAD)

PAD semula sebesar Rpl163.266.571.524,00 bertambah sebesar
Rp25.030.898.914,00 menjadi sebesar Rp188.297 470.433,00 atau 13,52%
dari total pendapatan daerah sebesar Rpl.382.696.878.43 [,00 diuraikan

sehapai berikint!

a. Pajak Daerah dan Retriousi Daerah
1) Penganggaran target pencapatan Pajak Daerah semula sebesar
Rp46. 806 702.496 00 bertambab sebesar RpS5.126.499.24200
menjadi sebesar RKp52.023.201.739,00 atau 3,76% dasi total
pendapatan dacrah sebesar Rpl.582.696.878.431,00 yang
diuraikan sebaga: berikut:

a) Pajak Hot=l sehesar Rp375.407.392,00;

b) Pajak Restoran sebesar Rpl.543.736.402,00;

c} Pajak Hiburan sebesar Rp277.535.833,00;

d} Pajak Reklame sebesar Rp800.000.000,00;

e} Pajak Penerangan Jalar semula sebesar Rpl6.828.745.97 1,00
bertambah scbesar Rp993.779.527,00 menjadi sebesar
Rp17.822.525.498,00;

f) Pajak Parkir scbesar Rp280.721.000,00;

g) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.000.000.000,00;

h] Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp6. 120,000, 00;

i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuar semula sebesar
Rpl.565.000.000,00 berkurang sebesar Rpl.193.779.527.00
menjadi sebesar Rp371.220.473,00;

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBEP2)
semula schesar Rp22.499.435.898,00 bertambah  sebesar
Rp5.126.499.242,00 menjadi sebesar Rp27.625.935.141,00;

kj Bea Perolehan Hak Atas Tenah dan Bangunan (BPHTB) semula
sebesar Ep1.600.000.000,00 bertambah sebesar
Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.800.200.000,00

2) Penganggaran target pendapaian Retribusi Daerah semula sebesar
Rp2.060.100.000,00 bertambah sebesar Kpl.389.760.000,00
menjadi sebesar Rp3.449.860.000,00 atau 0.25% dani total
pendapatan dacrah  scbesar Rpl.382.6%96.8V8.431,00 vyang
diuraikan sebagai berikut:

a] Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp563.240.000.00
bertambah sebesar Rp730.760.000,00 menjadi sebesar

Rpl.294.000.000.00;

b) Retribusi .Jasa Usaha semula scbesar Rp995.360.000,00
bertampah  schesar Rp659.000.000,00 menjadi  sebesar
Rpl.654.360.000,00;

c) Retribusi Perizinan Tertertu sebesar Rp501.500.000,00
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Penctapan besaran larget pendapatan pajak dacrah dan retnibus)
daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
rctribusi dacrah scrta memperhatikan perliiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuban rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ckonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi targel pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sezsuai ketentuan Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemeriniah
Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan kegiatan pemungutan
dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sesuai
ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggeran 2023,

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah

dalam APBD memperhatikan:

a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sarksi pajak
daerah dan retribusi daersh, sesual maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Aniara Pemerintah Pusat aan Pemerintah Daeruh;

b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi sesuai maksud Pasal 101 Undeng
Undang Nomeor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat den Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Invesiasi di Daerah; dan

d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis
pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif
Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah,
Kegiatan penanganan samnoah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkitan, Pengolahan, dan Pemroseszan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota,

¢. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah
Dacroh harus meiakukan ckstensifkasi dan intensifikasi atas
kegiatan  pemungutan. HKegiatan pemungutan  terssbul
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
scrta pengawasan penyelorannya, dengan berbasis teknologi.
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. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Talun 2021
tentang Tim FPercepatan dan Perluasan Digitalisasi Dacrah
Provinsi dan Kebupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elcktronifikasi Transaksi Pemerintah Dacrah, dianggarkan pada
sub kegiatun Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Fasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpeaoman pada ketentuan Pajak
Kendaraan Berinotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mesndanai pembangunan  dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum sesuai  ketentuan butir D.16.d.2).a].i3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Peryusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Sedangkan, untuk penggunuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit S0% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelavanan kesehatan masvarakat dan penegakan hukum aoleh
aparat vang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakal yang didanai aari pajak rokok berpedoman paia
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Katentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dan pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peéserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU} dun
Bukan Peckerja [BF) yang didaftarkan Pemenntali Daerah dalam
kepesertann program JKN memiju Universal Health Coverage,
selzin itu dapal juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
FPEPU dan BF yang didaftarkan Pemerintan Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penenma Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK! sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ‘entang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peratiran Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan
Menteri keschatan Nomor 40 Takun 2016 teniang Petanjuk Telnis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Keschatan
Masyarakat, sebagaimana .clah diubab dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran tlarget pendapatan Hesil Pengelolaan Kekayaan Daerah
vang Dipisahkan semula sebesar Rp4.558.697.043,00 berkurang
sebesar Rp905.916.572,00 menjadi sebesar Rp3,652.780.471.00 atau
0.26% dari total Pendapatan Daerah sebesar Epl.382.696.878.431,00.
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Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus memperhatikan ailai

kekayaan daerah yvang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaai lainnya dalain jangka waktu tertentu, antara

lain:

a) keuntungan sejumlah tertenta dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dun pertumbuhan nilai perusahaan daerah vang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investas:
sejumlah tertentu dalam janglia walktu tertentu:

c| peningkatan penenmaan dacrah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dar. investasi vang bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kernja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertcntu sebagai akibat langsung dar investasi yang
bersangkutan; dan/atau

] peningkatan  kescjahteraan masyarakat secbagal akibat dari
investast Pemenntah Daerah;

dengan tetap berpedoman pade Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
scbagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menter
Dalam1 Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 yang kinerjanyva belum memadai {performance based),
harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimahsasi kinerja
sesual  Ketentuan peraturan  perundang-undangan, mengiugat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayvaan Pemeriniah Kabupaten Tulang Bawang yvang
tercatat dalam Ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga harus lebih
mengelektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolenan bagian laba bagi
Pemenntah RKabupaten Tularg Bawang  sesuai dengan {ujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yvang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah semula sebesar Rpl109.751.071.985,00 pertambah sebesar
Epl19.420.556.244,00 menjadi sebesar Rpl29,171.628.229 00 atan
9,34% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.382.696.878.431 00,

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikul:
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3)

4)
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Jasa Giro semula Rp5.670.902.688 00 atau 041% dan total
pendapatan dacrah scbesar Rpl . 382.696.878.431,00 dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 asa*
[4) huruf 4 Peraturan Fzmetintah Nomor 12 Tahun 2C19 tentang
Pengelolaan Keusangan Dacrall dan butir C.2.a.3)4).(4) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Nepen Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APED Tahun  Anggaran 2023.

Penerimaan  Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar
Ep4.330.450.956,00 atau 0,31% dan total pendapatan daerah
sebesar Rpl.382.596.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan
Pemerintah Nomod 12 Tahun 201% tentang Pengelolaan heuangan
Daerah dan butir C.2.a,3}).a!.(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Pendapalan dan Pengembalian sebesar Rp3.120.9%2.591,00 alau
0,23% dari total pendapatan daerah sehesar
Rpl.382.696.878.431,00 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal
24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4} hurulf n Peraturen Pemernintah
NMomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir C.2.a.3).a).{14}) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern
Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunar: APBD Tahun

Anggaran 2023,

Pendapatan BLUD semula sebesar Rp71.050.150.750,00
berkurang sebesar  Rpl1.202.807.60500 memadi sebesar
Rp59.247.343.145,00 atau 4,28% dari total perdapatan daerah
sebesar Rpl.382.096,878.431,00 dapat dianggarkan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomaor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Dana Kapitas: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar
Rp25.578.574.000,00 bertrmbah sebesar Rp31.223.363.848,00
menjadi scbesar Rp56.801.937.848,00 atau 4,11% dari total
pendapatan  daerah sebesar Rpl.382.696.878,421,00 dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat
(4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(16) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBL Tahun Anggaran 2023
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2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatun daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rpl.210.548.112.388,00 berkurang sebesar
Rp35.473.719.513,00 menjadi schesar Rpl.175.074.392. 875,00 atau
84 ,98% dari total pendapatan daerah scbesar Rpl.382.696.878.431,00.

Sclanjutnya, target Pendapatan Transfer, yaug diuraikan pada jenis
Pendapatan Transler Pemerintah Prasal semiila sebesar
Rpl.110.584.605.413,00 berkurang sebesar Rp35.473.719.513,00
menjadi sebesar Rpl.075.116.885.900,00 atau 77,75% dari total
pendapatan daerah vyang diuraikan pada objek pendapatan Dana
Perfmbangan semula sebesar Rp930.977.256.413,00 berkurang
sebesar Rp35.473.719.513,00 menjadi secbesar Rp945.503.536.900,00
atau 68,38% dari total pendapatan daerah  sebesar
Rpl.382.696.878.431,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek
pendapatan:

a. Dana Transter Umum-Dana Bagi Hasill [DBH) semula sebesar
Rp32.032.398.541 00 bertambah =sebesar Rpl.054.974.359,00
menjadi sebesar Rp33.087.372.900,00 belum sesuai dengan alokas:
anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
20232 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp29.275,540.000,00;

b, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp595.837.586.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran vang
lercanium dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 lentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara Tabun Angzaran
2023:

¢. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp139.806.471.000,00 telah
sesual dengan alokasi anggaran yang lercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rincian  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. Dana Alokast Khusus ([DAK] Non Fisik semula scbesar
Rp213.300.800.872,00 berkurang secbesar Rp36.528.693.872,00
menjadi sebesar Rpi76.772.107,.000,00 telah sesuai dengan alokus!
anggaran yang tercanium dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
LU22 lentang Kincian A nggaran Peandapatan den Belanja Negara Tahun
Angraran 2023;

e, Dana Desa sebesar Rp129.607.349.000,00 telah sesuai dengan alokasi
angEaran yang tercanfum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Angparan 2023,
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Terhadap rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
sebagaimana tercantum pada hurul a tersebut dhatas, agar dilakvkan
penyesuaian dengan Peraturan Presiden Noraor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023,
sesuai  ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir
C.2.b.4).a).13}), butir C.2.b4).a).(4), butir C.2.b4).a).l5], dan butir
C.2.b.4).a).18) Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 1tentang Pedoman Penyusunan AFBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus menggunakan
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan pengginaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anpgaran 2023,

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak
scsual dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah
melakukan penvesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebu!, penyestiaign penganggarun dana
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusar Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana ielah diubah dengan
Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 900.1.15.5-1317 Tanun 20243,

B. Kebijakan Belanja Daerah
Penyediaan alokasi belanja dacrah semula sebesar
Rpl.417.153.951.750,00,00 bertambah sebesar Rpl10.314.370.998,00,00
menjadi sebesar Rpl.427.468.322.748,00, dirinci sebagaimana tercantum
dalam Tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

Haslo
— terhadap
Urusan Pemerintahan Belanja Tidak ' il
Belanjs Operasi Belanjs Wodal Terd Balanjs Transder Jumlah Belanja Belanja
e Dacrah
(R Rp| (Rp) IRpI (Rp) tel
URLUSAN PZMERINTAHAN WAJIZ YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR |
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e e B S A, GO0 507 N3 o 0 o b, 690.507.008 AT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN '
DM KETERTIBAN UMUM SEFTa PERLINDUNCGAN 19.566.063.353 6T .09497.900 (i 0 2003361 1.453 1,4 0%
MASYARAKAT y . it e
[ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL B.911.135 364 1% 897,000 0 0| R.031.032.364 0,63%
UPLU“AN PEMERINTAHAN WAJIB VANG TIDAR
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR =
UHL"‘"\-."‘J“- PEMERINTAHAN ﬂtlJH.h'Lr TEMNALA KERJIA q.074.918.931 (1] (4] ] il - 4074918931 0,399
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN -
PEREMPUAN CAN PERLINDUNGAN ANAK 5038302 475 2.251.500 (]} 0 5.040.553.975 0,35%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.603.442. 213 0 04 o | 3.603.442.215 0,25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 7] [F] 0 | . 0,00%
H:EL: i ERINTATE. BRANG.  LINIRUNORN 9.714.508 897 R1,800.000 0 o 9.796.308.897 0,69%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAS I ;
KEPENDIUDUKAN DAN PENCATATAN S1PLL B.144.801 656 109.534.200 o o | 6-254.655.856 | i
URLEAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN . '
MASY ARAKAT DAN DESA 7.048 036 029 0 3] o 7.948.036.029 | L G, 56%
URLSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN ' :
PENDLDUK DAN KELUARGA HERENCAN A 11.100.586.977 - 11100888971 | iy
URLSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 9.707 575,220 | T 0 9.707.575.220 0, 6E%,
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terhadap l
Belanjs Oporasi Belan'n Modal _:!- Ezlanja Transfer Jumnlah Belanja Belanja
Lasrah %
— . Rp) (Rp) (Rp] (Rp! (Rp) bl
N PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFCRMATIKA B, 785,244,400 i il il B.TH5.244.400 u,t-.ﬁa-_
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERAS], USAHA |
KECIL, DAN MENENGAH 4.5095 877.432 B0 . O Q o 4. B55.877.432 0, 33%
U‘E L]
MD%F;:'_” PEMERIATAEAN  BIDANG  PENANAMAN 5 B74.788.864 a o o 5 B74.788.864 0,4 1%
URUSAN PEM 1 ]
by ERINTAHAR SHOAHS KESEML DA DAL 7.136.688.087 43.023.009 o 0 7.1949.716.087 0,50%
URUB&N PEMERINTAHAMN B]I:ll'l."IG STATISTIE 3B 500000 a o 0 :uaaupﬂm ﬂa@.ﬁ. |
LIFII.iEH.N PEMERINTAHAMN B]Elﬁ"lﬂ FEHS.-HHDMH L3800, 000 0 _Q__ 0 13800004 0, 00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2432 793,671 33.391.000 7] i] 2 ahE, BRI ATI 0,17%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3. 710984965 20, /34.200 0 (4] 3740 805 165 0 26%
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAR 0 M gl Q - G O
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN = e
URUSAN FPEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
FEE;',]:"—-_"‘-N""H 5247 R53. 128 ; 3914000 o ¥ | 5251, 767.1248 g;ﬂi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.404.203. 659 | ] 0 7] 4 24, 205 659 0.31%
URUSAN PEMERINTAHAN BIL NG PERTANIAN 19.BB1 827 464 | b5 000 000 7 i __19.946,827 464 | 40
| URUSAL PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN ! o] 0 0] ~ o 5 0 0
URLFEAN P'EMEHINTM—LMI BIDANG EHEHGI DAN 05
SUMBER DAYA MINERAL & i ? a h ¥
LURUSAN FEHEHHWEH&H BIDANG PERDAGANGAN 4 T58 580352 BO.COMG00 a B 4818580353 0,34 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | mmw_nuqq'm_,_m 036.500.000 T [ i) 936, 500 000 0,074
LURUSAN PEHERJHTM-I.&H BIDANG TRANSMIGRAS] 377.500.250 | 0 o] (] 377,500,350 0,03%
UNEUR PENDUKUNG URUSAN [ FEHI_:;EHTAH.M-
| SEKRETARIAT DAERAH 71.403.425.11% 1.B57 689,050 i i T3261.114, 164 & 1%
| SEERETAPIAT DPRD SE.ERDORA. U5 171.145.00 l:'.ﬂ-l.]ﬂ h Q SE.B41,.131. 495 4,1 23%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - | 0, Dk
PERENCANAAN B 10.459.491.207 0 o] 0 10.45%,451.207 | 0,73%
_IEEUJ.N:}AH 440 480,200,915 ol A0, G0 4. 437 23076 199,723,992 |94 254 431 R76.193 1 7. B0
HKEPEGAWALAN S5ATAEER. 502 45,214,000 4] a 5.519.142 502 0, 35%
FENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.103.939.000 [n] (1] {1 L DO GRS DO 01, DS,
F'EHELH‘U.H DAN PENOEMBANGAN 4 G530, 2059 813 Gf. 143 500 i 1] 5.026.353.313 0,35%,
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0 O 6| o - 0,00%
L-"NBUR FE‘.HEMW.FH&H UHUEM-. PEMERINTAHAN
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Raslo
Bolnmjm
. terhadap
' Belanjs Operasi Beaanjs Modal uga Helanjs Transfer Jumlah Belanja Belanjs
| Ty - i — - Terduga Daersh (%)
rs o | {Rp] iRpl (Rp| (L] |Rpl
INSPEKTORAT DAERAH | 14,94B.099.6349 - 0 | - ] [ 14,945 059, £34 1,05%:
UNSEUR KEWILAYAHAN =
KECAMATAN 27691473815 <] 0 o 27.691.473.815 | 94%
UMEUR PEMERINTAHAN UMUM ol
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 28.010,333,43% 8] 1] 28.010,333.43% 1,965
‘Total | 1.024.777.679.492 | 198.529.427.981 | 4.437.223.076 | 199.73X.900.199 | 1.427.468.322.7V48 100, 0%




Berdasarkan tabel sebagaimana tersebat di atas, kebijjakan belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.74E,00 terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Meaurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organ.sasi
diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemernntahan Wejilb Yang Berkaitan Dengan Pelavanan
Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp777.666.287.616,00
bertambah sebesar Rp44.472.458.795,00 menjadi sebesar
Rp822,.138.746.417,00 atau 57,59% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468,322.748,00 terdin dari:

1) Urusan Pemerintehan Bidang Pendidikan sermula
sebesar Rp376.070.114.033,00 bertambah sebesar
Rpl19.614.002.036,00 menjadi scbesar Rp395.684.116.069,00
atau  27.71% dari  rtotal belanja daerah  sebesar
Rpl.427.468.322 748,00,

2) Urusan Pemerintahan Hidang Kesehuton seniula
sebesar Rp216.555.979.969,00 bertambah sebesar
Rp32.822 855.453,00 menjadi sebesar Rp249.378.635.422,00
atau 17,47%  dari total  Dbelanja daerah  sebesar
Rpl.427.468.322.748,00;

J) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjasan Umum dan Penateaan
Ruang semula sebesar Rpld6.373.097. 317,00 berkurang
sebesar REp4.952.453.252,00 menjadi sebesar
Rpl41.420.644.065,00 atau 9,90% dari total belarja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

4) Urusan Pemerintahan 3Bidang Pesumahan dan WYKawasan
Permukiman semula sebesar RpB.303.292.098,00 berkurang
sebesar Rpl.612.785.060,00 mengadi sebesar
Rpb.690.507.038,00 atau 0,46% dan total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

5) Urusan Pemerintahan Brdang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp2l.196.846.187 00 berkurang sebesar Rpl.163.234.734,00
menjadi sebesar Rp20.033.611.453,00 atau 1,40% dan total
belanja daerah sebesar Hpl 427 468 322,748, 00;

f) Urusan Pemernntahan Bidang Sosial semnla sebesar
Rp9.166.958.012,00 berkurarg sebesar Rp235.925.648,00
menjadi scbesar Rp8.931.032.364,00 atau 0,62% dari tatal
belania daerah sebesar R»1.427 468.322.748,00;
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b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

Alokas: anggaran Urusan Pemenntahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan  Pelayanan Dasar s2mula  sebesar
RpY96.259.126.902,00 berkurang scbesar Rp5.957.686.185,00
menjadi seb=sar Rp90.301440.717.00 atau 6,32% dari total
belanja daerah sebesar Rpl 427.468,3232.745,00 terdiri dari:

1] Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula scbesar
Rp4.221.041.772,00 berkuraag sebesar Rpl46.122.841,00
menjarli sebesar Ep4.074.918.931,00 atau O 28% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

2] Urusan Pemenniahan Bidang Pemberdayaan Perempuan aan
Perlindungan Anak semula sebesar Rp4.914.537.212.00
bertambah  sebesar PRpl26.016.762,00 menjadi sebesar
Rp5.040.553.975,00 atau 0,35% dari total belanja daerah
schesar Rpl.427.468.322.748,00;

3] Urusan Penwerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rpd.292.396.048,00 berkurang sebesar RpGBE.953.835,00
menjadi scbesar Rp3.003.442.213,00 atau 0,25% dari total
belanja dacrah schesar Rpl.427.468.322.748,00;

4] Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula
scbesar Rp9.577.894 498,00 bertambah schesar
Rp218.414.399,00 menjadi sebesar Rp9.796.308,897.00 atau
0,68% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00,

5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sigil semula sebesar Rp6.363.573.329,00
berkurang sebesar Rpl0O8.877.473,00 menjadi sebesar
Rp6.254.095.856,00 atau 0,43% dari total belanja daerah;

b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayvaan Masyarakat dan
Desa semula sckesar Rp8.063.912.780,00 berkurang sepesar
Rpl115.876.751,00 menjadi sebesar Rp7.948.036.029,00 atau
0,55% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.5322.748,00;

7} Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana semula sebesar Hpl1.089.358.100,00
bertambah sebesar Rpll.630.877,00 menjadi secoesar

Rpl11.100.988.977,00 atau 0,77% dari total belanja daerah;

8} Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp9.B88.049 888,00 berkurang sebesar RplB80.474.668,00
menjadi sebesar RpY.TO7.575.220,00 atau 0,68% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 468,322 748,00,
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9] Urusan Pemcrintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
semula  sebesar Rpl4.173.548.183,00 berkurang sebesar
Rp5.388.303.783,00 menjadi scbesar RpB.785.244.400,00
atau 0,61% dari total  ©belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00;

10} Urusan Pemasrintahan Bidang Kopcrasi, Usaha Kecil, dan
Menengah semula sebesar Rp4.5%5.877.432,00 berkurang
schesar Kpl.136.711.875,00 menjadi schesar
Rp4.655.877 432,00 atau 0,32% dari total belanja daerah
sebesar Rpl 427.468.322.748,00;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula
sebesar Rp6.787.260.078,00 berkurang sebesar
Rp912.471.214,00 menjadi sebesar Rp5.874.788.864 00 atau
0,41% dari total belanja daerah scbesar
Rpl.427.468.322.748,00;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
semula scbesar Rp0.554.406.030,00 bertambah sebesar
Rp645.310.057 ,00 menjadi scbesar Rp7.199.716.087,00 utau
0,50% dari lotai belanja daerah sebesar
Rpl. 427.468.322.748,00;

13) Urusan P=merintahan Bidang 5tatishik semula sebesar
Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rpll.500.000,00
menjadi sebesar Rpd9.500.000,00 atau 0,02% dari to.al

lanja dacrah scbesar Rpl.427.455.322,748,00;

14} Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar
Rp35.000.000,00 berkurang sebesar Rp21.200.000,00
menjadi sebesar Rpl3.B800.000,00 atau 0,090% dari total
belanja daerah scbesar Rpl.427 468 322,.748,00,

15] Urusan Pemerintahian Bidang Kebudayaan semula sebesar
Rp702.500.000,00 bertambah sebesar Rpl.763.684.671,00
menjadi sebesar Rp2.466.184.671,00 atau 0,17% dari total
belanja daerah scbesar Rpl.427.468.322.748,00;

16) Urusan Pemerntahan Bidang Perpustakaan semula sebesar
Rp3.618.072.876,00 bertambali sebesar Rnl122.736.289,00
menjadi s~besar Rp3.740.809.165,00 atau U,26% dan toial
belanja daerah sebesar Rpl. 427.468.322.748,00;

17] Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebosar
Rp134.986 800,00 berkurang sebesar Rpl34.986.800,00
menjadi sehesar Rp0,00 atau 0,0% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427_.468.222.748 00.

. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp37.999.680.902,00 berkurang sebesar Rp2.264.300.049 00

menjadi sebesar Rp35.735.380.853,00 atau 2,50% dari tatal
belanja daerah sebesar Rpl 427 .468.322.748,00 terdiri Jdari:
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1] Urusan Pemerintabkan Bidang K=lautan dan Perikanan semula
sebesar Rp5.357.032.586.00 berkurang sebesar
Rpl05.265.458,00 menjadi sebesar Rp5.251.767.128,00 atau
0,26% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00,

2] Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rp6.160.924,905 .00 brrkurang sebesar Rpl.756.7109.245,00
menjadi sebesar Rpt.404.205.659,00 atau 1,30% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

3] Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula secbesar
Rp20.776.106.224,00 berkurang scbesar Rp829.278.760,00
menjadi sebesar Rp19.946.827.464,00 atau 1,39% dari tutal
belanja dacrah sebesar Hpl . 427.468.322.748,00:

4] Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rp5.088.015.937,00 berkurang secbesar Rp269.435.535,00

menjadi sebesar Rp4.818.530.352,00 atau 0,33% dan total
belanja daerah sebesar Rpl1.427.468.322.748,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sernula sebesar
Has40.000.000 U0 bertammbah  sebesar Rp396.500,000,00
men;adl sebesar RpYas.s00.000.00 atau 0,.06% dart total
belania daerah sebesar Hp1.427 468.322.748,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dianggarkan
semula sebesar Rp77.601.250,00 bertambah  sebesar
Rp29G.899 000,00 menadi sebesar Rp377.500.250,00 atau
0.02% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427 468.322.748,00,

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

semula sebesar Rpl46.524 834 690,00 berkurang sebesar

Rpl14.422.589.026,00 menjach sebesar Rpl32.102.245.654,00

atau 9.25% dari total belanja daerah schesar

Rpl.427.468.322.748,00 terdiri dari:

1} Bekretariat Daerah semula sebesar Rp78.308.376.721.00
berkurang sebesar Rp5.047.262.3534,00 menjadi sebesar

Rp73.261.114.169,00 atau 5,13% dan total belanja daerah
sebesar Rpl.+27.468.322.748,00;

2] Sekretariat CPRD semula sebesur Rp68.216.457.967,00
berkurang sebesar Rp9.375.326472,00 meyadi scbesar

Rp58.841.131.495,00 atau 4,12% dari total belanja dacrah
sebesar Rpl 427,468,322, 748 .00.
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e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Aloliasi anggaran Unsur Fenunjang Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp306.497.240.44 1,00 berkurang sehesar
Rp29.956.738.226,00 menjadi scbesar Rp276.540.602.215,00
atau 19,37% dari total belanja daerah schesar
Rpl.427.468.322.748,00 terdiri dari:

1} Perencanaan semula sebesar Rpl2.779.317.224 00
brrkurang scbesar PFo2.319.826.017.00 menjadi sebesar
Rpl10.459.491.207,00 atau 0,73% dari total belanja daerah
sebesar Rp1.427 468.322.748,00;

2} Keunangan semula sebesar Rp281.031.208.475,00 berkurang
sehesar Rp26.59%.532.28%.00 merjadi achesar
Rp254.431.676.193,00C atau 17 ,82% dari total betanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

3] Kepegawaian semula sebesar Rpb.590.680.039,00 berkwang
sebesar Rpl.C71.537.537,00 menjadi sebesar
Rp5.519.142.502,00 atau 0,38% dar total belanja daerah
sebesar Rpl.427,.668.322,748,00;

4) Pendidikar dan Pelatihan semula sebesar
Rpl.591.649.000,00 berkucang sehesar Rp487.710.000,00
menjadi sebesan Rpl.103.939.000,00 ataw 0,07% dari total
belanja daecrah sebesar Rp1.427.468.322.748,00;

3) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar
Rp4.504 485.703,00 bertambah scbesar Rp521.867.610,00
menjadi sebeosar Rp5.026.353.313,00 atau 0,35% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusaa Pemernntahan
scmula scbesar Rpl4.490.653.223,00 bertambah seb:sar
Rp457.446.411,00 menjadi sebesar Rp14.948.099.634,00 atau
1,05% dari tolal belanja dacrah selesar Rpl1.427.468.322.748,00
terdini dari Inspekiorat Daerah semula scbesar
Rp14.490.653.223,00 bertambah sebesar Rp457.446.411,00
menjadi sebesar Rpl4.948.099.634.00 atau 1,04% dan ilotal
belanja daerah sebesar Rpl1.427.468,.322.7438,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi ANggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar
Rp30.021.720.284,00 berkurang scbesar RHp2.330.246.469,00
menjadi sebesar Rp27.691.473.815,00 atau 1,94% dari toial
brelania dacrah schesar Rpl1 427 468.322.748,00 terdiri dan
Kecamatan semula scbesar Rp30.021.720 284,00 herkurang
sebesar Rp2.330.246 469,00 menjadi sebesar
Rp27.691.473.815,00 atru 1,94% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00.
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h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rp7.694.307.692.00 bertainbah sebesar Rp20.316.025.747,00
menjadi sebesar Rp28.010.333.439,00 atau 1,96% dari *otal
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 terdiri dari
Kesatuan Banesa dan Poilitik semula sebesar Rp7.694. 207 .692,00
bertambah sebesar Rpd0.316 025,747,000 menjadi sebesar
Rp28.010.333.439,00 awau 1,96% dan total bclanja daerah
gebesar Rpl.427.468.322,748,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
mengalokasikan belanja daerah:

.

Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan dacrah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-
Indang Nomor 23 Tahun 2C14 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023.

Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuail ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajb terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.,

Penvediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perdidikan semula sepesar
Rpl06.692.425.600,00 bertambah sebesar Rp23.010.109.576,00 menjadi
sebesar Rpl129.702.535.176,00 atau 32,77% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan scbesar Rp395.684.116.069,00 Alok.asi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai
berikut.
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Kepmtan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar
Rp70.161.151,250,00 bertambah scbesar Rp2.900.000.400 00
menjadi sebesar Rp73.061.151.650,00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sckolah Menengah Pertama
semula  sebesar Rp50.315.884 600,00 bertambahh  seberar
Rp2.700.000.000,00 merjadi scbesar Rp53.018.884.600,00

Kegiatan Pengelelaan Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD) semula
sebesar Rp6.440.151.000,00 bestambah sebesar Rpl.377.750.000,00
menjadi sebesar Rp7.817.901.000,00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula
sebesar Kp3.613.828,750,00 werkurang sebesar Rp4Z.000.000,00
menjadi sebesar Rp3.571.828.750,00.
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harus memenuhi indikator SPM Penoidikan sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan  Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022
tentang Standar Tekms Pelavanan Minimal Pendidikan.

SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk beianja SPM Keschatan semula schesar
Rpd4.226.864 250,00 berkurang sebesar Rp9.311,952.C48,00 menjadi
schesar Rp34.914.911.302,00 atau 1407% dann total Urusan
Pemeriniahan Bidang Kesehatan sebesar Rp249 378 835.422 00 Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebaga:
berikut:
1} Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
Keschatan untuk UKP Rujubkan, UEM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah  Kabupaten/Kota |Kesehatan ibu  Haml) sebesar
Rp382.494.000,00;

2| Kegiatan Penvedianan Loavanan Kesehatan untuk UKP Pujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Fota (Kesehatan [bu
Bersalin) sebesar Rp#16.680.000,00;

3| Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanar, Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Ruukan, UKM dan UXM Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan bavi baru lahir) semula sebesar
Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,0C menjadi
schesar Rp350.000.000,00,

4] Kegiatan Penvediaar Fasilitas Pelayanan, Sarana, Praserana dan Alat
Keschatan untuk UKD Rujukrn, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Dacrah Kabupaten/Kota (Kesenatan Balita) sebesar
Rpl186.569.000,00;

5] Kematan Penvediaan Lovanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia Pendidikan dasar) sebesar Rp150.000.000,00;

o] HKegiatan Penvediaan Layvanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota {Kesehatan pada
usia Produktif) semula sebezar Rpl147.090.000,00 bertambah sebesar
Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp247.090.000,00;

7] Kegiatan Penyesdiaan Layanan heschatan untuk UKP Jujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada
usia lanjut) sermrula sebesar Rpl5G.000.000,00 bertambah sebesar
Rpl150.000.000,.00 menjadi sebesar Rp300.000.000,00;

B) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesebatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan
penderita hipertensi}) semula sebesar Rpl50.000.000,00 bertambah
sebesar Rpl50.000.000,00 menjadi sebesar Rp300.000.000, G0,
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9) Kegiatan Penvediaan Layanan Kesenatan untuk UKP Rujukan, [JKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [Keschatan
Penderita Diabetesmelitus] semula scbesar Rpl50.000.000,00
bertambah sebesar Rpi50.000.000,090 menjadi schesar
Rp300.000.000,00;

10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota (Kesehatan orang
dengan gangguan jiwa herat] semula sebesar Rplo0.000.000,00
bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar
Rp200.000.000.00;

11) Kegiatan Peryediaan Layanan Kesebatan untuk UKP Rujukan, UM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan orang
dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusial semula sebesar Rp142.000.000,00;

12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Dacrah Kabupawen/Kota (Kesehatan orang
terduga tuberkolosis| semula sebesar Rp?40.000.000,00 bertambah
sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp240.000.000,00,

harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Kelentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Alinimal,
Peraturan Menter1 Dalam WNegeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minmmal dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 20149 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelavanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,

. 3PM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar
Rpl2.657.999.000,00 berkurang sebesar Rp4.649.567.664,00 menjadi
sebesar Rp8 008,431.326,00 atau 5,66% dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan  Penateaan  Ruzng  sebesar
Rpl41.420.644 065,00 Alokasi anggaran unoub belanja SPM tersebut
diuraikan delam kegiatan sebagai berikt:

1] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sisiem Penyediaan Air
Minum  (5PAM) Tlintas Kabupatenf/kota  semula  sebesar
Rp3.060.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.064.589 800,00 menjacdi
sebesar Rp995.410.200,00;

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
Regional semula sebesar Rpl.400.000.000,00 bertambah sebesar
Rp5.613.021.136,00 menjadi sepesar Rp7.013.021.136,00.

harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesual ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pe'ayanan

Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Noror 29 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Standar Pelayanan Mimmal Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.
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d. 5PM Ferumahan Rakval dan Kawasan Femukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Peruinahan Rakyat semula sebesar
Rpl. 485 000,000,000 berkarang schesar Rpa81.549.4006,00 menjadi
sebesar Rp1.003.450.6000,00 atau 14,99% dan total Urusan Femerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp6.690.507.038,00;

harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman sesuai keteniuan Peraturan Pemernintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelavanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pencrapan Standar Pelayanan Mimimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomar 20
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Stanuwar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

¢. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar
Rp8535.349.300,00 bertembah sebesar Rph34.790.700,00 menjadi
sebesar Rpl.490,140.000,00 atau 7,43% dari total Urusan Pemerintzhan
Bidang Ketenteraman dan Ketetttban Umum Serta Perlindungan
Masvarakat sebesar Rp20.033.611.453.00. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1} Kegiatan Penanganan Gangguan Ketcnteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu] Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar
Rpl185.000.000,00 berkurang secbesar Rp21.100.000,00 menjach
sebesar Hpl63.900.000,00;

2| Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupatern /Kota dan Peraturan
Bupati;Wali Kota semula sebesar Rpl122.680.000,00 berkurang
sebesar Rpl122.6580.000,00 memnjadi sebesar Rp0.00;

3| Kegiatan Pelayvanen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
semula schesar Rpl11.8G5.600,00 bertambah seoesar
Rpl.214.434 400,00 menjadi sebesar Rpl.326.240.000,00;

4| Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula scbesar Rpd%.362,.700,00 berkurang sebesar Rp39.362.700,00
menjadi sebesar Rpl,00;

5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana semula
sebesar Rp15.391.000,00 berkurang sebesar Rp15.381.000,00 menjadi
schesar Rp0,00;

f| Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaye dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/ Kota semula scbesar Rp386.120.000,00 berkurang
schesar Rplddh, 120.000,00 menjadi scbosar Rpl 20;
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harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelsyanan Minimal dan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Muiu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota,
. SPM Sosial

Alokasi anggaran wuntuk belanja SPM  Sosizl semula sebesar
Rp3.929.639.500,00 bertambah sebesar Rp544.491.400,00 menjadi
sebesar Rpd.474.130.900,00 atau 50,09% dari total Urusan Peme-intahan
Bidang Sosial sebesar Rp8.931.032.364,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebul diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia teriantar,
serta gelandangan Pengemis di Luar Panti  semula  sebesar
Rp3d.540.357.500,00 bertambah sebesar Rpl.368.055.400,00 menjadi
sebesar Rpd.908.412.900,00,;

harus memenuhi indikator SFM Sosial sesual ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayvanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor @ Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provins: dan di
Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dulkungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yvang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahuia 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah Tahun Anggaran 20223, Prioritas
Nasional Tahun 2023 meliput::

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuban rang
Berkualilas dan Berkeadilan (PN}, dianggarkan semula sebesar
Rp251.313.255.875,00 berkurang sebesar Kp225.811.577.524,00
menjadi scbesar Rp25.501.678 351,00 atau 1,70% dari total belenja
daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00, digunakan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vang
berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan
aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas
dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder,
dan tersier, Pelaksanaannyz difoluskan pada sektor pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Fecil, dan Maenengah
(UMEKM), serta didukung penguatan reformas: liskal, penguatan sistem
keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan
partisipasi dalam rantai produksi global, perbakan sistem logistik,
percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT),
pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.
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Pada Tahun 2023, sasaran vang akan diwvujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan elonomi wuntuk pertumbuhan  yuang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1] Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ckonomi
scbagai modalitas bagi pembangunan choromi yang berkelanjutan,

2] Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategl penyelesalan isu strategis dan peacapaian
sasaran PN 1, akan dilakukan melalui B [dvlapan) Program Prioritas [PP|
vaitu sebagai berikui:

1) Pemenuhan Kebutuhan Encrgi dengan Mengutamakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EI3T) (PP1) sebesar Rp(,00;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp4,.649,990 000 00
bertambah  sebesar RpY9.761.899.000 meniadi  scbesar
Rpl14.411.898.000,00;

3} Peninghatan Hetersediaan, dkses, dan Kualitas Konsums: Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rp5.430.500.000,00 berkurang
sebesar Rp2.577.221.000,00 menjadi sebesar Rp2.903.279.000,00;

4] Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Felautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp320.000.0G00,00 bertambah
sebesar Rpl.440 3124 845 07 menjadi sebesar Rpl.760.324 845.00;

3] Penguatan Rewirausahaan, Usaba Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
dan Koperasi {(FP5), dianggarkan semula sebesar
Rp240.054.756.875,00 berkurang sebesar Rp237.601.825.175,00
menjadi sebesar Rp2.452,931.700,00;

6] Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industnalisasi (PPb) dianggarken semule scbesar
Rp85.000.000,00 beriambab scbesar Rp580.132.400,00 menjadi
sepesar Rpb74.132,400,00;

7] Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tingg: dan Penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula
sebesar Rp540.600.000,00 bertambah sebesar Rplu8.753.500,00
menjadi sebesar Rp648.753.500,00;

8] Penpuatan Pilar Pertumbuhan dan Dava Saing Ekonomu (PP8),
dianggarkan semnula sebesar Fp183.000.000,00 bertambah sebesar

Rp2.457.358.906,00 menjadi sebesar Rp2.650.356.906,00.

. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kescnjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2], dianggarkan semula sebesar
Rp36.404.011.550,00 atau 2,55% dari total belaaja daerah sebesar
Rpl. 427 468.322.748,00, vyang diarahkan wuntuk mempercepat
pemuiihan dampak pamdemi COVID-1Y dengan mengadopsi cara-cara
baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gaye hidup schat dan
berkelanjutan, mempercepat transformasi  sosial ekonomi untuk



- 34

meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayakh.

. Meningkatkan Sumber Dava Manusia yang Berkualitas dan Berduya
Saing (PN3), dianggarkar semnula secbesar Rp21Y.449 832.550,00
bertambah sebesar KEp87.7R83.907.257,00 menjadi  sebesar
Rp307.233.739.807,00 atau 21,52% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322. 748,00 vyang diarahkan pada keberlanjutan
reformasi sistem kescehatan nasional, percepatan penurunan kematian
1bu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, vaitu sebagai berikut:

1} Memperkuat penyelenggaraan taia kKelola kependudukan;
2) Reformas: sistem perlindurgan sosial;

3} Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesia;

4) Meningkatkan pemerataar lavanan pendidikan berkualilas;
5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6] Mengentaskan kemiskinan;

7] Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 terscbut akan dilakukan melalui 7 {tujuh) PP, vairu:

1) Pengendalian Periduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PP1) dalam rangka meningl:atkan cakupan pendaftaran peaduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan sebesar Rp367.031.000,00;

2} Penguatan Pelaksanaan Perhndungon Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan peiaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kclompok rentan dianggarkan semula
sebesar Rp 4 576.194.500,91 bertambah sebesar
Rpl.180.608.400,00 menjadi sebesar Rp5.756.802.900,00,

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Keschatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan
di seluruh wilayah dianggarkan seaniula schesar
HPEE.ITE,-IJ]E.-QDG,ED bertambah sebesar Rp49.707.251.99]1,00
menjadi sehesar Rpl37 . 885.270.691 00

4] Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4}
dalam rangka meningkathan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan semula sebesar Rpl06.820.153.850,00
bertambah sebesar Rp34.575.5369.359,00 menjadi sebesar
Rpl41.395,723.209,00;
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3] Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda [PP5) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdavaan perempuan di ckonomi,
politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha
dianggarkan semula sebesar Rp2.144.794.200,90 bertambah
sebesar Rp4.153.120.301,00 menjadi sebesar Rp6.297.914.501,00;

&) Pengentasan Kemiskinan (PP6] dalam rangka memperluas akses
asel produktil bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggaikan
semula sebesar Rpl4.444.276.400,00 berkurang sehesar
Rp418.432.574,00 menjadi sebesar Rpl14.025.843.826,00;

7] Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan semula
schesar RE2.919.363.700,00 berkurang scbesar
Rpl.414.210.220,00 menjaci sebesar Rp1.5035.153.480,00.

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rpl.500C.039.000,00 bertambah sehesar
Rp293.313.208.014,00 menjadi sebesar Rp294 813.247.014,00 atau
20,65% dari total belanja daerah sebesar Rp,1.427.468.322.748,00,
vang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam
rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwvujudkan calam ranghka
memperkuat revelusi mental dan pembangunarn kebudayaan yaitu

sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayvaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3] Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan dava rekat
sosial;

4] Menguatuya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam  kehidupan
masyarakat;

ol Meningkatnyva ketahanan keuarga untuk memperkulivh karakter
bangsa;

6} Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, aan kreatif,

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebul, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaiiua:

1) Revolusi Menial dan Perabinaan  Ideclogn  Pancasila uniuk
Memperkukuh Ketahanan BSudaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yvang Maju, Modern, dan Berkarakter (I’P1)
dianggarkan semula sebesar Rp25.000,000,00 bertambah scbhesar
Rp24.425.093.6560,00 menjadi sebesar Rp24.450.093.656,00;
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2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Memperiegah Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar
Rph90.200.000,00  bertambah sebesar Rpl1.750.984.671,00
menjadi sebesar Rp2.441,184.671,00 00;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar
Rp458.490.000,00 bertambah sebesar Rp42.600.562.082,00
menjadi sebesar Kp43.099.052.082,00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovas!, dan Kreativitas Bag
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
(PP4) dianggarkan semula sebesar Rp286.349.000,00
bertambah  sebesar Rp224 .536.567.605,00 menjadi sebesar
Rp224.322.9105.605,00.

. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar
Rpl17.539.458.606,00 bertambah sebesar Rp24.606.715.327.00
menjadi sebesar Rpl142.146.173.933,00 atau 9,96% dari total belanja
daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 yvang diookuskan puada
peningkatar: produktivites untuk transformasi ekonomi vang inklusif
dan berkelanjutan melalul percepatan pernyvediaan  infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor

vang menjadi pengegerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama Pivd yaitu sebagai berikut:

1] Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2] Meningkataya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4} Meningkatnva layanan energi dan ketenagalistrikan;
5) Meningkatnyva layanaen infrastruktur TIK.

Strategi penyvelesaian isu straiegis dan pencapaian sacaran PNS
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yvaitu:

1} Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp22.420.329.336,00
2} Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rpl07.216.080.691,00

3} Infrastruktur Perkotaan (PP3| sebesar Rpl.740.322.650,00

4) Energl dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp5.228.852.250,00

5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp5.540.529.000,00.
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[. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkar Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan semula scbesar
Rp1.839.419.000,00 bertambah sebesar Rp8.644.106 400,00 menjadi
sebesar Kpl0.483.525.400,00 atav 0,73% dari totul belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748 00 yang dilokuskan pada upava
menjaga kelestarien sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
menopang produktivitas dan kualitas kchidupan masvarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana, Pembangunan lingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubahan ikiim diarahkan pada
kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan
keanckarageman hayati yang berkelanjutan, peningkatar ketaharan
ternadap bencana dan dampak iklim, serta psmbangunan rendah
karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan Jdiwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkar ketahanan bencana,
dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1] Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2] Berkurangnva kerugian akibat dampak bencana aan bhahaya iklim;

3] Meningkatnya capalan penurunan emis! dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline,

Selain itu, sebagal strateg penyelesalan isu sirategis dan pencapalan
sasaran (PN6) terdin dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkuagan Hidup (PP1) dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas adara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan
semula sebesar Rp550.000.000,00 berkurang sebesar
Rp535.826.700,00 menjadi s=beszar Rp14.173.300,00;

2} Peningkatan Ketahanan Bencana dan lklim (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan
semula  sebesar  Rp587.669.300,00  bertambah  sebesar
Rp3.265.520.700,00 menjadi sebesar Rp3.853.190.000,00

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor
energ, lahan, limbah, IPPU, serta nesisir dan kelautan dianggarkan
semula  sebesar  Rp7C1.749.700,00  bertambah  sebesar
Rp5.914,412,400,00 menjadi sebesar Rp6.616.162.100,00.

g Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarican scbesar
Rp4.956.828.386,00 atau 0,35% dari total belanja dacrah sebesar

Rpl 427.468.322.748,00 yaag diarahkan pada peningkatan
produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didurong melalui perbaikan
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pada siztern hukum ekonomi, pencegahan dan Demberantasan
korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasiona! yvang
menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan
dan keammanan di tengah peningicatan respons pertahanan beberapa
negara di kawasan Asia dan penpguatan tcknologi keamanan siber.
Sebagai tahun penting dalam proses rtahapan pemilu kegatan-
kepatan terkaut permila dan perangkatan kualitas demokrasi diberikan
perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang
pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik  berbasis
elektronilk yang lerintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis vang efektil didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yvang melayani dan responsil, serta penguatan
pengawasan penyelenggaraannya,

Pada Tahun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka

memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayvanan

publik {PN7) yaitu sebagai berikut:

1] Tersuwjudnva Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembags Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Wargiu Negara Secara Optimal;

2] Optimalnya Kebijjakan Luar Negeri;

3] Meningkatnva Per.egakan Huxum Nasional yang Mantap;

4] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5| Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesailan 1su strategis dalam pencapailan sasaran PNT
akan dilakukan melalui 5 (ima) PP, yaitu:
1} Konsolidasi Demokrasi (PP1} dalam rangka mewujudkan stabilitas

politik yang kondusif serta komunikasi publik vang efektif,
integratif, dan partisipatil dinnggarkan sebesar Rp850.450.000,00,

2] Optimalisasi Kebijakan Luar MNegeri (PP2) dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemarfaatan Kerja
sama pembanpunsn intcrmasional  dianggarkan sehesar
Rp435.856.686,00;

3] Penegakan Hukum Nasional [PP3) dalam rangka meningkatkan
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keudilan
dianggarkan schesar Rp751.158.000,00;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata EKelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birnkrasi instansi
pemerintah dianggarkan sehesar Rp1.327.714.700,00;

5] Menjaga Stabilitas Keamanen Nasional (PP5) dalam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan scbesar

Rpl1.591.649.000,00,
Dalarm dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah
mengalokasikan angguran belanja dacrah berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum
dalam Tab<l. 5 sebagai berikut:
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Tabel, 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang dengan Prioritus Pembangunan Nasional Tahun 2023

] - - o 1 B Hasia
0 209 P-AFPED 7023 Terhadap
| He Prioritas Nasional Helanja
Daer b
| (Rpl ("l oo
' Memperkuat Kemahanan Ekonami unmi=
1. Pertumbuhan yang Berkualiias dan 251.313.235.475.00 25.501 678,351 00 17955
Berkeadilan (PMWL]
Mengembanghan Wilayah untek Menpguirnosg
2 Hesrajargan dan Menjassin Pemeriting 26 404,011, 550,00 A6, 408011 550 04 2555,
| (FN2]
I
Meninghkatikan Sumber [invia Monusin
o C i 219,445, 832.550,00 A07.233, TI9E0T, H 32
Berkuplitas dan Berdaya Saing (PNY L o0 hid
4. | Tkl Mtal fan Prnbungun 1.500.030.000,00 | 264 813.247.014,00 2088%
] Kebudaynan [PN4| e i . : BrA . J BE%
:l Memperiunt [nfrastrubcur untuk 5 =
5. Mesclukiing Pengembangan Ekonomi dan 117 539438 606,00 142 144, | 72.933,00 9.96%:
| Fehmian Daatr PO
Membongun Lingkungan Hidug,
. Meningkatknn Ketahanan Bencann, dan 1,839,419 000,00 14 B3 525 4000 00 0,7 I
Perubahan [kilm (FHG)
Memperkumt Stabilitas Politik, Hulkam
{ 8 Pertnhonnn don Keamannn dan 4 Q5 828 186G 00 403G BIE, 3806 00 0,35,
Tramafornsas Pelayvanan Publik (PN
: it
Jumiah Alokas| Anggaran dalam AFED 633002 844 967,00 831.539.304 441 .00 57,55
| Taotal Balanja Dearah LA41T. 153 951. 750,00 | 1.437.468.322.T48,00 100, D0

Alokasi anggaran berdasarken tabe]l sebagaimana di atas, harus
diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung saseran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Pawang paca tahun 2023
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemenntah Tahun 2023 meliput:

#. Pulihnva pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7%
sampai dengan 3,2%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususuya di perdesaan
wilayah Sumatera sebesar 8 2% sampai dengan 8,6%, serta

¢. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4_6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemnulihan

kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat sctelah terdampak

pandemi  COVID-19  serta  setelah melalu!  pembahasan  bersama

peraerintah daerah harus mendukung tercapainya [PM Kabupaten Tulang

Bawang sebesar 69,53%,

Selanjutnya, Pemerintah  Kabupaten  Tulang harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

tingkat

Bawarg



. Penyederhanaan

. Transformasi Ekonomi,

- -

. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangen SDM

pekerja keras yang dinamis, produktil, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

. Pembangunan Infrastruktar, melanjutkan pembangunan infrastruktur

untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian
rakyat;

. Penyederhanaan Regulasi, menyedsrhanakan segala bentuk regulasi

dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2  dua]
Undang-Undang yaitu Undangz-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi vang

panjang, dan menyederhanaksn eselonisasi; dan

melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manulaktur dan jasa mndern
yang mempunyai nilai tambah tingm bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bag seluruh rakyat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintzh Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023,

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasikan anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas daerabh Tahun 2023 sebagaimana

tercartum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Caerah Kabuparen Tulang Bawang
besdasarkan Prioritas Daerah Tahun 20232

Rusio
Totl Anggaran Aalsm Total Anggaran dslam terhadap
Prisritas Daermb APRD 2023 F-APRD 2023 Belanjn
Daerah
ABp _®p| [%)
Mewujodiean  HKondisd  Masyaraknt  yvang
Bovdriall dalam Eehidopan Bertoingss dan AL 008 TEHY. 112,00 LNG5,178. 397 00 1,76"
Brmegara i
Penmglkotan Aktivitas Ekonomi Masyanaka,
Dk Pleslin, [vesisal sera Peomialaita - " y " .
Frderiai Linggiles 03 N Eeosts Cpeimal A LET. 6.5 16,00 I8 212 535 955 M)y 268
untitk Kessiahteroan Masvamkat
Muwujudkan Tats Kelola Pemenntahan yang
Berkualstes, Bersih dan  Transparan 524.&10.452.507 00 525 2EE 135,620 (W 35, THY
Meningiontnys
Meningkatkn Kesejahternan KEampamg 355,752 1 89.424,00 257 FEIS02, 1098 85 L8 05%
Temwujudnve SOM vang herbrualitas A0 615 D0 G4 2 00 441 365 402 £53 (0 30 52%,
Terwwjudnye Infrastruktur yang Berkualitas 1181 F1620.340,00 119618 009,1Y0,15 8 38%
Penctasn Ruang dan Pengelolann S0A yang 00,60 20,464 879.024, 00 1,435
Herkeadilan dan Berkelaniutan L b, SRR, AR
Jumish Alokasl Anggaran dolam AFBD 1.417.152.951.750,00 | 1.43T7.468.333 745,00 100 00
Total Belanja Deerah 1.417.183.981. 750,00 | 1,427 450.222.T48, 00 L0, 0%




- 41 -

5] Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang

B

membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menectapkan kebijakan keuangan
daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi
ancaman vang mompoahavakan perckonomian daerah. Kebijakan
keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran kegatan tertentu (~efocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan dalam APBD, sesua: ketentuan dalam Pasal 3 Urdang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganii Undang-Undang Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijalan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus [hsease 2019 (COVID-19) danfatac Dalam Rangka
Menghadapt Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijjakan keuangan daerah dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman Yyang
membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Brwang melagukan penyesuaian alokasi anggaran
pendapatan daerah, belanja dasrah dar pembiavaan daerah vyang
dipriontaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usahe
daecrah masing-masing tetap hidup: dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net,

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2020

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Arggaran Untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Fengrunaan Anggaran Pendapater. dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Menteri

Dalam Negert Nomor 25 Tahun 20:1

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah vang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50
avat (1) Peraturan Prmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daegrah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp376.772.614.033,00 bertambah sebesar Rp21.377.686.707.00 00
menjadi sebesar Kp398.150.300.740,00 atau 27,89%% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 dengan uraian
perhitungan sebzpaimana tercantum dalam Tabel, 7 sebagai berikout:
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Tab=]. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

T T T I I 3 i 0 il
g, LUrusan Bidang Pendidikan:
1} Belanja Operasi: 317.226.220.033 336,360,994, 117
2} Belanja Modal, o8 543,594,000 0930312 1.952
b, Urusan Bidang Kebudayaan:
1} Hesnga Operas TO2.500.000 2.432.793.671
2]} Belanja Modal; i} G339 1000
¢, Unizan Bidang Perpustakazn;
I' Belanja Operasi: 3.58R.248.676 3.710.C84 965
2] Belanja Modal, 29,824,200 29,828 200
Urusan Bidang Kepemudaaan dan
d,
I (lahragn:
1} Belanja Operasi: B.554,406.030 7, 156.688.087
2} Belanja Modal; o 43,028 000
Belanja di luar Urusan Pendidikan,
Urusan Kebudayaan, Jrusan
= Perpustakaan dan Urasan
" Kepemudaan dan Dlahraga yang
menunjang kebutuhan masyarakat
dibidang Pendidikan, antara [ain:
li Belanja Transfer:
Belanja bantuan keuangan 199, 176.686.025 174 | Th.686.025
2] Sub hegiatan pada OPD
2 Angparan Funjs: Pendidikan [a+h] ATH.772.614.033 J98, 150,300,740
5 | Total Belanja Dacrah 1.417.153.951. 750 1.427 468,322 748
4 Rasio anggaran pendwdiken {2:3) x 100% 26, 59% 27 ,89%

Telak memenuhi alokasi funpgsi pendidikan sekurang-kurangnys 20%
([dua puluh persen) dan total belanja dacrah sesual ketentuan dudlam
Pasal 49 avat (1) Undang-UIndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan MNasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Peadidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 sesuai ketentuan butir 6.1 Lampiran Peraturan Menieri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tanun Anggaran 2023,

Untuk itu  Pemerinteh Rabupaten Tulang Bawang harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnva
20% [dua puluh persen) dar total belanja daerap vang diprioritaskan
penggunaannya untuk pencepaian indikator SPM Pendidikan di
Kabupaten Tulang Bawang,.
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Anpggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain
dielokasikan untuk program pada wrusan bidang pendidikon
semula sebesar Rp37V6.772.614.033,00 bertambah  schesar
Rp21.377.686.707,00,00 menjadi sebesar fp398.150.330 740,00 atau
27,89%% dan total anggaran wuntuk fungsi pendidikan s=uesar
Ep398.150.300.740,00, yang antara lain diuraikan dalam:

1} Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semuwia sebesar Rp245.358.370.1823,00 bertambah  secbesar
Rp8.930.022.677,00 menjadi sebesar Rp254.288.392. 860,00 atau
63.87% dari total angparan untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp393.150.300.740,00

2] Program Pengelolaan Pendidikan semuila sebesar
npl30.534.015.600,00 bertambah sebesar Rp6.935.750.400,00
menjadi sebesar Rpl37.46%.766.000,00 atau 3%4,53% dan total
anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398.150.300.740,00

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar
Rp127,728,250,00 bertambali sebesar Rp3.676.978.959,00 menjadi
sebesar Rp3.804.707.209,00 atau 0,96%% dari total anggaran
untuk fungsi pendidikan sebesar Rp398 150.300.740,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah mimimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b, Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran keschatan semula sebesar
Rpd442.384.278.9491,00 bertambah sebesar Rpd41.470.361.479,00
menjadi sebesar Rp483.854.640.470,00 atau 44 ,47% dari total belanja
daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.088.060.568,832,00 sebagaimana
tercantum dalam Tabel. B sebagai berikat:
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Tabe: B

1} | Batanja Operas: 194.953.218.469 226.735.000.822
2] | Belanga Modak: 21.602.761 .50 22 R 934 600
| Belanja pads sl kegistan di luar Urusan hala-g
' | Keschatan yang menanjaieg Hesehatan, antra G
1] | Belirja Transler
n Belanja bantisin keuangan 199, 176 GRG 025 15, 1 T 686 015
Aloknwi Fungsi Eesehatan dari Belanja Bagi
Husi® Pajak  Rokok  Provis) ; ‘
L] Hﬂhn'pll:-:l‘l..l'!: 1 AT 5%, untuk BPIS H AN TH] RO 16T, 16T B
| Besenntan
21| Turnn Jaminan Kesshalen ASN 14,998, :H.ﬂ 25.8237321]4
A | lurs Jaamisean Besehatan Non ASM 13 Tk (MM L3 776 )
# | lurnn Jominan Keschatnn bag DPRLY 23,955,650 115,200 (K}
: 3 | luran Jeminan Kesehaton bag KOH 'WEDH 6958 84 | H£.832. 8014 |
6| Medical Check Up bagi KDH/WKDH 100000000 300,000,000
71| Pelaksansas Medical Check Lip CHFRD 2OH (M Dn) 2071, 0000
Suh eglatnn Perencanann, Pembongunan.
Pengawasan dan Pemnanfasata Manpuran Gedung
8 untuk Kepentiegen Someegs Daseah  Provinm
Pembangunan Oedung fuang Rawat Inap Tower
RS Haji pada Dinas Sumber Doya Ar, Tipts Karya
dan Tats Puang b SRLE
Progrum  Penpzlolaan dan Peagembangan  Siatem
23} Peivisdinnn Als Minum pada Dinss Somber Diava Air, 3060 00 e OeS 400,200
Cipta Karya din Tata Riarig L
Lo P yeal b Perbebkslan Kessuitan 3 Dsalem Panil
Sostal pada Dinas Sosinl
Enordinam dan Sinkronisns Peinksanaan Advokamn.
Edulasi, dan Soslalsas:  Konswms  Pangan y
ke | Bemgam, Berged, Seimbang dan Aman (32340 pada 10000000 b oot
| | Dirps Ketalindden Pangan dan Peternakan
2 | Angparan Heselatan (a+b) 433 384 37TR.991 AEI A5 BADATD
3 J Totnl Belangs Drerals L417.153.951.750 1427 468332 T4AR
4| Gaji ASN 338,750 B34.476 330,407 753916 |
5 Tuosal Belanja Daermh di luar Gogi ASN |0-4) LOTE 4. 117.274 1.8, (. hH 830
L Haso ongguren kesehotan [2:5) € DO 41, 0% 44 4T

Teluh memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangova
sebesar 10% (sepuluh parsen) dari total belanja daerah di luar gaji,
sesuai ketentuan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemernntah Kaoupaten Tulang Bawang harus
mempertahankan  secara lerus mererus dan  konsisten
mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-Kurangnya
sebesar 108 (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN,
vang diarahkan penggunaannva untuk pencapaian indikator SPM
Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang,.
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Alokasi angegaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai
berikut:

1) Program pada wurusan bidang kesehatan semula sebesar

2

Rp2i6.555.979.969,00 bertambah sebesar Rp32.822.855.455,00
menjadi sebesar Rp249.372.835.422.00 atau 22,29% dari total
belanja sebesar Rpl.427.468.322.748,00, antara lain diuraikan
dalam:

a) Program Penunjang Uruszan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula  sebesar Rpd7.008.656.505,00 bertambah sebesar
Rp210.231.465,00 menjedi sebesar Rp47.218.887.970,00 atau
9.76% dari tota! anggaran kesehatan sebesar
Epd483.854.640.470,00;

b} Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upava
Keschatan Masyarakal semula scbesar Rp39.604.966.900,00
bertambah  sebesar  Rpd. 2504.738.250,00 menjadi  sebesar
Rp42 859,705, 150,00 atau 8 86% dari total anggaran kesehatan
sebesar Rp483.854.640.470,00;

c¢] Program Sedioan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp39.117.500,20 berkurang sebesar
Rp36. 184 800,00 menjadi sebesar Rp2.932.700,00;

d) Program Pemberdayvaan masyarakat bidang Kesehatan semuia

sehesar Rpl.740.302.000,00 bertambah sebesar
Rp430.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.190.302.000,00 atau
0,45% dari total anggaran kesehatan sebesar

Rp483.854.640.470,00.

Dalam program te-sebut, telan dialokasikan ke dalam rincian objek
belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar
Rp21.602.761.500,00 bertambah sebesar Rpl.020.173.107,00
menjadi sebesar Rp22.622.934.600,00 atau 4,68% dari Lotal

anggaran keschatan,

Belanja di luar Dinas Kesehatan vang menunjang Kesehatan semula
scbesar Rp225.828.299.022,00 bertambah sebesar
Rp8.647.506.026,00 menjadi scbesar Rp234.475.805.048,00 atau
48,46% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam:

a] Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Aur
Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang semula sebesar Rp3.060.000.000,00 berkurang secbesar
Rp2.064.589. 800,00 menjadi sebesar Rp995.413.200,00 atau
0,21% dari total anggaran kesebatan sebesar

Rp453.854.640.470,00;

b} Iuran Jaminan Keschatan ASN semula sebesar
Rpl14.998.184 876,00 bertambah scbesar Rp11.835.547.338,00
menjadi scbesar Rp26.833.7Y32.214,00 atau 5.55% dari toal
anggaran keschatan sebesar Epd483.854.640.470,00.
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Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stuanting
(pendek dan sangat pendek) parda anak baduta, penurunan prevalensi
kekurangan (under weight] pada anak balita can menurnmnya
prevalenst wasting (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub
Kegatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Gz Masyarakat sebesar
Rp795.667.500,00 atau 0,16% dan total angearan kesehatan sebesar
Rp483.854.640.470,00, sesual ketentuan butir G.2.a Lampiran
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/5J tanggal 24 Agustus 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenags
kesehatan berpedoman pada upah minimum vang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2021 tentang Pengupahan.
c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar
Rp402.319.812.301,00 bertumbah sebesar Rpl.030.212.286,00
menjadi sebesar Rp403.350.025.587,00 sebagaimana tercantum

dalam Tabel.9 sebaga: berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

e, L R
N ok
Dasa Tranesfer Unnum
1 m) DAL 505,837 L8600 595.837.586.000
by DBH J2 032.358.54 1 3087372900
Jumlah Penerimaan 627 869 0984541 25,924 G548 900
Pengurang
Al DAL earmarkedd 160 &24 075,000 160,824 075,000
2 bj LBEH yang bersifat sarmared 1.054.035.000 1.LTB.TER.OT3
c] ADD 61.672.072.240 63.672.072.240
Jumlah Pr.nEurang 225.350,172.240 225.,574.933.313
Jumlah Dana Transfe; Umum yang diperhitunghan 402.319.812.301 413, 350.025, 587

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan belaja

infrastruktur pelayanan publit paling rendah 40% [empat puluh
persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah dan/fatau desa. Belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah/desa dilaksanakar sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana fercantum dalam
Tabel. 10 sebagai berikuit:
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Tabel. 10

- ol ]

(O et e

-

Belanja Infrastruktus P

e
-....ﬁ _:' :

Total Belanja Daerah

1L417.153.951.750

1.427 468.322.748

Belanja bagi hasil dan/atau trensfer kepada
daerah dan/fatau desa:

= 'tH:'LE.TI.j.EI. hﬂgi haszil 4. BO5 080,250 5.547 306,174
b dtimn koaangan 199.176.686.025 |  194.176.686.025
Jumiah fa+b) 204.072.366 275 | 199.723.092, 159
Selisil (1-2) 1.213.081 585 475 1.227.744_330 540
Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan 485.232.634.190 | 401.007.732.220

Publik (40% x Selisih)

Tabel 10.1
Pernitungan Belanja Infrastrukiur Daerah
Jumiah Dalam Jumlah Dalan:
N | Mompoom EwsiimEN AFBD 2023 P- APAD 2023
l. |4 Belanja Madal 206455016805 | 198,529 427 08|
| I} Tanah o o
2} Peralatan dan Mesin 36.226.640.012 | 31246361 931
3) Cedung dan Bangunan 59.65]. 368 610 52763137, )39
4} Jalan, jaringan dan ilgs.sk TG 250, 147 183 e 378482131
5| Asel tetap lainnya 4,324 Bel. (00 S 141 046,780
B} -Aset lninoya 0 o
b} Belanjs permeliharasn
(2. |a] Belamjs Hibah 47.097.012.686 6°.802.113.686
b} Belanja Bantusn Sosial 3.2%0,300.000 3,200.300.000 |
¢} Belanjs Banten Keuangan 199.176.686.025 164, 176.686.025
| Jumlsh Belanjs Infrastruktur Daerah a6E 590674658 &AT 902 056, 10|
{1+2
Persentase Belanja Infrastrukiur 328 63% 38,11%
terhadap Transfer ke Daerah yang
Penggunaannys Bersifat Umnam i |

Pemerintah Kabuparen Tulang Bawang mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik vaitu belanja infrastruktur daerah yvang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/fatau
pemeliharaan fasilitus pelayanan publik yang berorientasi pada
pembangunan ekonomi deerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangt kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penvediaan layanan publik antar daerah paling rendah
40% (empat puluh persen) dari iotal belanja APBD diluar belanja bag
hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/awau desa sebesar sebesar
Rp2.20 sesuvai ketentuan butir G 3.b. Lampiran Peraturan Mznteni
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Prdoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.
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Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan
publik belum mencapai 40% {empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waxtu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomom 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga bLatas
akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur
sekurang- kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027,

. Alokasi Anggaran uniuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatar Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
semula  sebesar Rpl4.490.653.223,00 bertambah  sebesar
Rp457.446.411,00 menjadi sebesar Rp14.948.099.634,00 atau 1,05%
dari total belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 antara lain
tercantum pada;

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemenrintah Daeran

sernula sebesar Rpl2.040.728.223,00 bertambah  sebesar
Rp978.615.611,00 menjadi sebesar Rp13.028.343.834,00,

2) Kegiatan Penyelenggaraan  Pengawasan  semula  sebesar
Rp2.070.545.000,00 berkurang sebesar Rp371.917.400,00 menjadi
sebesar Rpl 698 .627.600,00;

3] Kegiatan Pendampingan dan  Asistensi  semula  sebesar
Rp370.380.000.00 berkurgrng sebesar Rpl149,251 800,00 menjadi
sebesar Rp221.124.200,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
sekurang-kurangnva 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen| dari
total belanja daerah sebesar Rpl.427 463.322.748,00 sesuai
ketentuan butir (G.9.b.1} Lampiran Peraturan Menteri Da'am Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pecdoman Penyvusunan APBD Tahun
Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengalokasikan
anggaran pengawasan sesual dengan kewenangannya, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan,
meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan  xetaatan terhadap  ketentuan  peratiran
perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
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bl Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah mneliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat
daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas
plafon anggaran sementara, REKA-OPD;

¢} Pemeriksaan Pengelulaar. Keuangan Daerah;

d} Reviu Laporan Feuangan:

e} Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audil, Rewviu
Laporan Kinerja, Rewiu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertenty, pengawasan perencanaan dan penganggaran yvang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
mehiputi, pengendahian gratiikas), Peiaksanaan survel penilaian
integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistens] pembangunan  reformasi birokrasi, Capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strateg nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi xoordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersili pungutan
liar, Pemeriksaan investigatil, Tindak lanjut perjanjian
kenasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan /pengaduan masyarakat yang berindikasi  korapsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasi! pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapubilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional perkelanjutan melalu
pendidikan dan pelatthan serta bunbingan teknis mimimal 120
jam/tahun per APIP,

3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat penpukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomer 84 Tahun 2022 tentang Pedoraan Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2023,

. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran vang tercantum pada OPD Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar RpH.182.329.039,00
berkurang  sebesar  Rpl.359.247.537,00 menjadi sebesar
Rp6.623.081.502,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerab s:mula sebesar
Rp5.262.965.339 00 berkurang sebesar Rp192.249.637,00 menjad:
sebesar Rp5.070.715.702,010),

2) Kegiatan Kepegawaan Daerah semula sebesar Rpl.327.714.700,00
berkurang sebesar RpE79.287.900,00 menjadi sebesar
Rp448.425.800,00;
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3] Kegiatan Pengembangan Sumber Dava Manusia semula seboesar
Rpl.591.649 000,00 berkurang sebesar Rp487.710.000,00 menjadi

sebesar Rp1.103.939.000.00.

Telah memenuhi alokasi enggaran untuk pendidikan dan pzlatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kRompelens: penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas
persen] dari total belanja daerah sesuai  Keilentuan butir
D.16.a.2).c).{2).01).:x Lampiran Feraturan Menten Dalam Negern Nomoar
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus
mempertahankan alokasi anggaran untuk pen-idikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daeruh kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Angparan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Jp4.689.670.250,00
bertambah sebesar Rp5'2.649.924 00 menjadi sebesar
Rp5.202.320.174,00 atau 10,00% dari iotal Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rp52.023.201.739,00, telah memenuhi alokasi anggaran
untuk Bslanja Bagi Hasil Pujak Daerah kepada Pemerintah Desa
secbagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberape kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d4.2).a).(8) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintah Desa dialokasikin semula sebesar Rp2d6.010.000,00
bertambah schesar Rp138.976.000,00 menjadi sebesar
Rp344.986.000,00 atau 10,008 dan total Pendapatan Retnbusi
Dacrah sebesar Fp3.449.860.000,00, telah memenuhi alokasi
anggaran untuk Belanja Bagm Hasil Retribusi Daerah kepads
Pemerintah Desa sebagaimans diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2314 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).9).(8)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20722
tentang Pedoman Penyusunan Anggacan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,
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h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyedizan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yvang dianggarkan daiam jenis Belania Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rpbd.672.072.240,00 atau
10,12% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus (DAK] scbesar Rpb28.924.958.900,00, telah memenuhi
Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan TIndang-
undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).a].[8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 20%3.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan
Keschatan  Nasional [JKN) dialokasikzn semula sebesar
Rp8.024.721.600,00 bertambah sebesar Rp3.669.446.200,00 menjadi
sebesar Rpl!.694.167.800,00 atau 39,75% dari total pendapatan
pajak rokok sebesar Rp29.421.359.22300, vang tercantum di OPD
Dinas HKesehatan pada kematan Pengelolaan Jaminan Kezsehatan
Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentvan
penyediaan anggaran dalam rangka mendukung piogram Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) scbesar 37 50% dari pendapatan pajak
rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiron Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

7] Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai d 2ngan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayvaan dan

Kesegjahteraan Keluarga (TP-PRE];

Penvediaan Anggaran TP-PEK vang dianggarkan pada Sub Kegiatan

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas

Pemberdavaan Masyarakat dan Desa semula sebesar

Rp200.000.000,00 bertambal sebesar RpS528.206.000,00 menjadi

sebesar Rp728.206.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah

sebesar Rpl.427.468.322.748 00 dianggarkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1] upayva percepatan penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan DPemberian Makanan Tambahan [PMT] vang
dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;



2)

3

4)

o)

6]
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dukungan terhadap upaya pembinaan karakter xeluarga melalui
Pela Asuh Anak dan Remaja di Era Digital vang meliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga =nti trafficking, dan keluarga yang

melindungi anak dari kekerasan seksual;

mendorong upaya Gerakan Keluarga Inaonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan pérekonomian berbasis

keluarga, serta wupaya peningkatan pendapatan %eluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian,

mendoroig upaya penguatan ketahanan keluarga melalu Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asn, Teratur, Indah, dan
Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan
tanaman produktif dan bernilai ekonom tinggl, melakukan
kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan
lokal sebagai upaya mengurangl angka stunting, pencapaian pola
pangan harapan dan antisipasi rawan panegan serta mendorong
pengembangan rumah sehat layak huni;tata laksana rumahtangga;

dukungan terhadap upaya Cerakan Keluarga Sehat Tangrap dun
Tangguh Bencana melelui peningkatan pengelolaan pada Pos
Pelayanan TeRpadu {Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara
lain pengadaan alat kesehavan dasar seperti timbangen digital
untuk ibu/anak, Antropometri, Thermomeler, insentif bagi Kader
PEK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lamn
yvang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi
(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS],
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkar Keluarga
yvang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan
peranserta masvarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keiuarga yvang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;

pemberdayaan Kader PKK dar Kader Dasawisma dalam pengelolaan
10 Program Pokok PKK, vang meliputi:

a) penghavatan dan pengamalan pancasila;

b) gotong rovong;

¢} pangan;

d) sandang;

¢| perumahan dan tata laksana rumah tangga;

fi pendidikan dan keterampilan;

gl kesechatan,

h} pengembangan kehidupan berkoperasi;

i) kelestarian lingkungan hidup; dan

jl perencanaan sehat.
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7] dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dun Kesejahteraan Keluarga (TP-FKK) Kabupaien
Tulang Bawang dianggs rkar. dalam APBD Tahun Angparan 2023
dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodelikasi dan
nomenklatur perencanaar pembangunan dan keuangan daerali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8} Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurut obyek, 1incian obyek dan sub rincian obyek pada program,
kegiatan dan sub kegiatan sesual dengan lugas dan fungs: Tim
Penggerak PEK dengan pricritas penggunaan untux mendukung
upaya pendampingan <eluarga dalam percepatan penuranan
Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok
PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKR Kabupaten Tulang Bawang serta
kematan lainnva.

9] Penganggaran daliom bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
provinsi tersebut diprioritaskan untuk diangparkan melaiui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penyediaan Anggaran paca Sub Kegiatan Penyusanan Bahan
Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga
Asing, Kewaspadnan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas: Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rpl.724.090.000 00 atau
0,12% dari total belanja daecrah sebesar Rpl.427.468.322.748,00
dianggarkan guna mendukung Peningkatan -efektivitas Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintal.an
umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan dilaksanakan oleh Cubernur, Bupati/Wali Kota,
dan Camat di wilayah xerja masing-masing sesuai katentuan butir
(G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama [FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FEUB)
semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sthesar
Rpl00.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468 322 748 00 harus dianggarkan
sesual ketentua Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menter
Dalam Negeri Nomor @ Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedomarn Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Berarama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragema dan Pendirian Rumah lbadah,
pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evalua=i dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormeas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi
ketentuan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaien Tulang Bawang harus menyediz kan
alokasi anggaran vang memadai guna menduakung Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah /Wakil Kepala Dzerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
dan Pendirian Rumah Ibadah yang rianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahar. dibidang kesatuan
bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /6397 /5] tanggal 25 November 2020
tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerulmunan Umat Beragama
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkalan Penggunaan Produk

Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Merengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Keci! dzlam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp200,000.000,00 berkurang sebesar
Rpl100.000.000,00 menjadi sehesar Kpl100.000,000,00,00 atau 0 02%
dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sebesar Rp615.628.526.396,00, diangpgarkan sesuai
ketentuan lustruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Ma ot
2022 tentang Percepalan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil dan Koperasi Dalam
Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraerintah Kabupaten Tulang Bawang telah miemenuhi alokasi
penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha
kecll dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen)
dari total belanja burang dan jasa dan belanja modal di luar belanja
modal tanah sesuai nmanat instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tanggal 30 Maret 2022,
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Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus meagalokasikan
anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro,
usaha kecil dan menengah sckurang-kurangnya 40% (cmpat puluh
persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar
belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipwa Kerja.

. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebesar
Rp216.643.700,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322 74800 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penvakit Hewan dan
Zoonosis, agar dialokasikan secara memadal dan dalam

pelaksanaannya harms mendukung penanganan Penyakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan kuku di
Daerah.

Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penvediaan anggaran vany antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa secbesar
Rp200.000.000,00;

2] Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
kerja sama antar deca sebesar Rp35.000.000,00;

3] Sub Kegatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan sebe=sar Rp75.000.020,00,

dapat dianggarkan sesuail ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBI) Tahun Anggaran 2023.

. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia
Penyvediaan anggaran vang tercantum antara lain pada:

i} Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
sebesar Rp4.000.000,00;

2] kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebesar
Rp1.400.000,C0.

Dianggarkan sesual ketentuan butir G.81.th Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 202% tentang Pedomaan
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum
Penyediaan anggaran yang tercantum paca Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semula sebesar RpZ71.335.800,00 berkurang
schesar Rpl0.000,000,00 menjadi  sebesar Rp261.335.800,00
dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lamnpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penrusunan
APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaanya agar didukung
dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Peruncang-undangan.

.. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi
Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologn Pancasila pada
generasi muda pada OPFD  vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan umum  sekurang-kuranpnya 0,5% (nol koma lima
persen] dari total belanja dacrah sebesar Rpbi8.689.700,00 sesua
ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Arggaran
2023, Kabupaten Tulang Bawang telah mengalokasi anggaran dalam
rangka pembinaan ideclogi Pancasila pada generasi muda pada OFD
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan wumum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi muda sesual ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51
Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan
berdasarkan Frogram Prioritas Nasional IV Revolus: Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pzmerintah
Kabupaten Tulang Bawang menganggarkarn dukungan pendanaan
program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibrakal, mehput

1) pembentukan Paskibraka;

2] pelaksanaan tugas Paskibraka;

3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4} pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duia Pancasitra;

5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembtinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna
paskibraka.
Sesuai ketentuan butir .74 Lampiran Peraturan Menter: Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

j. Penyvediaan anggaran vyang oersumber dari BLUD, antara lain
tercantum pada:
1) Belanja Pegawai BLUD semula scbesar Rp5.000.000.000,00
bertambah  sebesar Rp345.444.000,00 menjadi sebesar
Rp5.345.444.000,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar
Rp61.504.900.750,00 bertambah sebesar Rpl6.547.282.243,00
menjadi sebesar RpBB.052.182.993,00;
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dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomeor 23
Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 79 Tahun 2012 tentong
Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peratura=
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp998_5756.568.670,00
bertambah sebesar Rp26.201.110.822.00 menjadi sebesar
Rp..024.777.679.492 00 atau 7V1,79% dan total belanja daerah sebesar

Rpl.427.468.322.748,00 mervpakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangks
pendek sebagaimana dimaksud delam Pasal 35 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.,

Penyvediaan anggaran belanja operasi vang antara lain tercantum pada
objek belanja:
a. Belanja Pegawai
Jumlah alokasi Belanja Pegawail semula sebesar Rp527.928.362.65100
bertambah  sebesar Rpl3.657.804.740,00 menjadi  sebesar
Rp541.586.167.391,00 atau 37,54% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748.C0 belum memenuhi ketentuan alokas: belanja
pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan
Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja
Daerah.
Penvediaan anggaran belanja pegawal yang antara lain tercantum pada;
1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penyediaan anpggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
Rp338.750.834.475,00 bertambah sebesar Rp656.919.440,00 menjadi
sebesar Rp239.407.753.916,00 atau 23,78% dari total belanja
daerah sebesar Rpl. 427.468.322.748,00 dapat dianggarkan
dengan memperhitungkan rencana Kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai
formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kensikan pangkat, tunjaagan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimam 2,5%
{dua koma lima persen| dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1)3).(1), butir
D.16.a.1}).{2), dan butir D.16.a.1)]).{4] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tencang Pedom i
Penyusunan APBD Tabun Anggaran 2023,
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2} Penganggaran belanja jaminan keschatan, jammman kecelakaan
kerja. dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada;

a] Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WEKDH, Pimpinan dan
Angpgota DPRD, serta ASM sebagai berilout:

(1) Belanja [Turan Jaminan Kesehatan ASN semula
achesar Rpl14.998.184.876,00 bertambah sebhesar
Rpl11.835.547,338,00 menjadi sebesar

Rp26.833.732.214,00 yang diperuntukan bagi ASN
dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosgial Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah aiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir
D.16.a.1).i).{5) Lampiran Peraturen Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Angsgaran 2023,

Selamutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehaan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11

sebagai berikut:

Tahel. 11

Belanja luran Jaminan Kesechatan ASN

F : T —
i j . q.-.“ﬁ .==-_'_I_, o .-ﬁf j Y e [, T - 24
- L o ] 3 "E‘I i Lle 1""‘- e ! ¥ 1 LS B

FTEILE LTI T — )

. | Beinnjm Gaji Polok A3N 252 130081 FF8 239.815.T48 B50

1] Brelatija Turjangan Kelusng AN 2 11'_.I;QEI-| ) 24100 RS0 |
I © Belnmja Tumangan Jabatan ASN B.606. 346 00 .0 62 400 |

r'.| Belnmin Tumjangan Fungsiomal A%N L3 QB0 255,760 13.563, 147 2N

e | Belunja Twnjangan Fungsicnal Umem ASN 4567 228, 00 & ZED, 901850
I'""' [. | Belanja Tambehan Pengbagiian ASN TOAT 73270 T 156371 Iﬂﬂ_
2 | Juminh Penerimnan AT5.730.028.921 351333, 170,300 |
|umn _lllrl_ﬂl_'lﬂ,l"l,.lt i hayasbenn |;_.I||;n1llh ﬂ'menrn.n.nn X ﬂ-:.] 1 Iéim.iﬂlj 57 14.473.326 812 |

i | :J:;:Em Brll.mn. luran Jeminan anrhl.tl.an ABH paclm |4 098 184 476 ag B41 324 77

3 Selisth kelih boyar langks 4 - angka 3 3LO16281) 12, 3167 907 .09G06

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokas: anggaran iuran
jaminan kesehatan bagi ASN, belum sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi [uran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya
schesar Rpl14.473.326.812,00 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rpl2.367.997.966,00. Sehsith  lebth  dapat
diangzarkan apabila terdapat utang kepuda
penyelengparan Jaminan Kesehatan.
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Untuk itu, Pemerintch Kabupaten Tulang Bawang herus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran luran Jaminan
Keschatan ASN sesuai keterituan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 lentang Sistem Jaminan Sosial Mhasional
schbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, Undang-Undang Momor 24 Tahun 2711
tentang Badan Penvelengeara Jaminan Sosial scbhagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Fresiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keschatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor &34 Tahun 2020. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penvetoran Iuran Jaminan FKFesehalan Bagt Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerzh, dan
butir D.16.a.1).j).{5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomer 84 Tahun 2022 tentang Pedomnan
Penyusunan APBD Tahur: Anggaran 2023.

Belanja Iuran Jarminan Keschatan bag  DPFD
semula scbesar RpY8.955.680,00 bertambah sebesar
Rp16.244.320,00 menjad sebeser Rpl15.200.000,00 vang
diperuntuxan bagi pimpinan dan anggota DPRD
dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tenteng Sistem Jaminan Sosial Nasional
sebagaimana lelah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebapaimana telah
diubah Urdang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30,
Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 sepagaimana telah diubah beberapa kali
lerakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2320
tentang Penyetoran luran Jaminan Kesehatun bagi Pekerja
Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
butir D.16.a.1).j}.{5) Lampiran Pcraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tzhun Anggaran 2023,

Selanjuilnya, penycdiaan alokasi belanja wuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:
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Tabel 12
Belanja luran Jaminan Kesehatan DPRD

- AL '--l'.'.mi.flh%- e e,
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Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengiigat besaran alokasi luran Jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp98.082.992 80 atau terdapat selisih lebih
sebesar Bpl7.117.007,20,

(3] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupat/Wakil
Bupati semula sebesar Rp6.958.84 1 00 berkurang sebesar
Rpll6.032,00 menjad:n sebesar Rpb.H532.80900 wyang
diperuntukan bagi Bupati/Wakil gupati dianggarkan
sesual ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang badan Penyvelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah Undang-undang Nomor & Tahun 2023,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimans *elah diubah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasa' 33
dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
sehagaimana telah diubabk bLeberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penyvetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekena
Penerima Upah i Limgkungan Pemonntah Daerah, dan
D.16.a.1).{).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, penyedisan alokasi belanja furan jaminan
Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana tercantum
daiam Tabel 13 sebagai beriku*:
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Tabel 13
Belanja luran Jaminan Keschatan KDH/WEKDH

NO KOMPOMEN PERHITUNGAN v w
“u i +
{Bp] (Bp|
1 2 3 &
| Penerimaan | -
4. | Belanja Oaji Pokok KDH/WKDH | 60.824.400 60,824,400
1 Belanja Tunjangan Keluarga T
b, KDH /WKDH TO0A6 118 7030 118
Belanja Tunjangan .Jabatan Ay
- 106.120.512 106.1240.512
(| | KDH/WKDH ’
Jumlah Penerimaan 173.971.030 173.971.030 |
3 luran vang harus dibayarkan [Jumlah
Penerimaan x 4% 6,958 84 ] 695884 |
Afokasi Belanja luran Jarminan Y
Loe, JBED ROG
* | Keschatan KDH/WKDH pada APBD G.358.841 ] ihcaiain
5 | Selisih lebih Lavar (anghka 4 - angka 3) (o) IL [126.032)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran wuran
jaminan Kesehatar bagi Bupati/Wakil Bupati, beium
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
seharusnya KEp6.958.841 00 atau terdapat selisit kurang
sebesar Rpl126.032,00

b) Belanja Iuran Jaminan Krcelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yvang diperuniukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1] Penyediaan alokaszi anggaran Belanja [uran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan
bagi ASN, diuraikan pada:

([a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula

sebesar Rp605.411.122,00 berkurang sebesar
Rp29. 815.822,00 menjadi sebesar Rp575.595.200,00;

(b] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
semula sebesar Rpl1.054.415.595,00 bertambah sebesar
Rp557.709.692,07 menjadi sebesar

Rpl.612.125.287,00;
Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1)
Peraturan Pemerintali Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana ielah diubah

dengan Peraiuran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan
butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengzan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang harus mengalokasikan:
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(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN telah
sesual dengan ketentuan pasal 22 avat (1; Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Janunan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Keinatian Bagi Pegawal
Aparatur Sipil Negara scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir
D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

(b] Belanja [uran Jaminan Kematian ASN seharusnya
sebesar Rp719.447.246,55 .00 atau 0,30% dan gaji pokok
sebesar Rp239.815.748.840,00 sehingga terdapat selisih
l=hih sebesar RpBU2.678.040,45.

¢} Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehetan
vang disediakan oleh BPRJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1} Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Caerah semula sebesar Rp3.000.000,00
bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi schesar

Rp600.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Med:cal Check Up DPRD semula
sebesar Rp245.000.000,00 berkurang sebesar Rp270.000.70

menjadi sebesar Rp242.300.000.00,

agar berpedoman kepada ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan AP8D Tahun Anggaran 2023,
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulag
Bawang, dalam pelaksanaannya harus berpedoman  pada
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ielah diubah dengan
Peraturen Presiden Nomor 1 Tahun 2023,

3] Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daereh,
yang antara lain:

al Belanja (ail dan Tuvnjangan DPRD  semula  sebesar
Rp22.686.283.930,00 bertambah seberar Rp241.563.064,00
menjad: sebesar Rp22.927.846.994,00, vang diperuntulian
bagi Pimpinan dan Angguta DPRD disesusikan dengan
Feraturan Pemerintali Womor 18 Tahun 2017 tertang Hak
Keuangan dan Administratiil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintali Momor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,



= B3 -

kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalita: dalam

penggunann anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan

DPRD yvang diperuntikkan bag Pimpinan dan Anggota DPRD

antara lain diuraikan pada:

(1] Belanja Uang Representas: DPED sebisar
Rp892.260.000,60, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebut telah sesuai keteniuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2C17 tentang Hak Keuangan
dan  Administratif Pimpinen dan Anggota Dewan
FPerwakilan Hakyar Daerah sepagaimana telah diuknh
dengan Peraturan Presiden Nomor 1| Tahun 2023,
scbagaimana tercantum dalam Tabel 14 sebazai beriku.:

Tibe] 14
Belanja Uang Representas: DPRD
APED TA 2023 P-APBD TA 2023
JUMLAR GAST it JTMLA GHALIT
5 Y DARD - DAN UANG
. [ o Tl B e m - LA .
; ANOGOTA ANGOOTA | FEPRISENTA
RN S . I [Rpj a1 [p}
RETLB (wElara
| dengan gaji poxok 1 2. 000, 000 1 2. 100, 0
1 bermir
Wkl {80 darn
2 Lk repEreacni sl | 1, G805 DR 2 o
Ketuis CPRD) T
Anggrta [75H dan
3 URNE reprentns) a7 1575 a7 -
Ketun DPRON bR
JJibmbal P i = - L
4 e, & A 40 5455 000 4l 5.X55 000
Ulisug repressniasi x - =
3 14 Bulani T4.970. 000 T4.5 .00
Alokmgl unng representiog ’ 1
la APBD) B2 200 (3 392, T D0
Helisihy kebih bayar

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar
Rpl.293.820.500,00 dan alukasi Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD terscbut telah memenuhi amanwzl Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Pemerintan Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang
Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kahupaten Tulang
Bawang uniuk mempertahankan kesesuaian alolmasi
anggaran untuk Belanjs Tunjangan Jabatan DPRD;

i3] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rpl15.649.100,00, bertambah schesar Rpl0.000.120,00
menjadi sebesar Rpl125.649.220,00,
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(4] Belanja Tunjangan Komunikas: Intensii Pimpinan dan

Anggota DPRD sebesar Rp3.024.000.000,00 elah sesuai
ketentuan Pasal 8 ayat 6 hurufl ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 158 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratil Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sehagaimana telah diubeh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negerl Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Dacrah serta Pelaksanaan dar
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPFRD

) . APBDTA 2023  P-AFED TA 2033

e | . UANOD PIMPINAN UANG

. 3 x dan uang
Eﬂf;;tl:;n 1;“'"' a0 =, 100000 4n 7, 100 =K}
Bulan
Jumish Pagu 3,024 000,000 2,029,000, )0

4 Alokasd Tumjamgun
Komumnikasl Intemaif 30 000,000 a0k 000,000
padn APFBD

3| Bolisib

(3) Belamja Tumjangan Reses DPED  semula  sebesar

Rp3.024.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.268.000.000,00
menjadi sebesar Rp756.000.000,00 telah sesuai dengan Pasal
8 ayat (6) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Kevangan dan Admimstratif Pimpian dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor | Tahun 2023
dan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokanr Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:
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Tabel 16
Beianja Tunjanean Reses DPRD
i vhn P-APED TA 2023
- 21
N :.'m : w . UANG | FIMPINAN | = UANG
I 3 x dan nndg
represenlan Ketua 40 2,100,000 A0 2. 100,000
DPRD (KKD Rendah)
. ::‘ii’g:;m?m' 1 024,000 000 5, D00, 000
Sefislh

(6] Belanja Tumjangan Perumahan DPRD semula  sebesar

Rp7.294.764.250,00 bertambah Rpl.2%6.505.750,00
menjadi besar RpB.571.270.000,00 harus mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemernintah Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Da.am
Negert Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Turjangan Transportasi DPRD semula sebesar

Rpb.132.000.000,00 bertambah sebesar Rp883.200.000,00
menjadi sebesar Rp7.015.200.000,00 harus mempedomani
Peraturan Pemerintah Yepublik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017 tentung Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintaly Nomor 1 Tahun 2024,

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7] tersebud
diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5] Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahur 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administras. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturun
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberiar Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportas: bag Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Piapinan dan Anggota
DPRD Provinsi.
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b} Belanja Dana Operasional Pimpinaa DPRD sebesar
Rp201.600.000,00 telah scsual ketentuan Pasal 22 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminmistratif Pimpinan dan Arggota Dewan
Perwakilan Kakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tenfang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
seaegaimana tercantum Jdalam Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

1 | Ketua DPRD 100.800.000 100.800.000

? | waldl Ketua DPRD 100, 300,000 100,800,000
i}iﬁﬁiﬁ?a 201600000 2011600000
f;:f::;:;:f . da APBD 201,600.000 201 500.000
Selisih

4} Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerali dan Wakil Kepala
Daerah
Belanja Dana Operasional Pupati/Wakil Bupati semula sebesar
Rp40C.000.00000 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjad:
sebesar Rp600.000.0003,00 atau 0,32.% dan total Pendapatan Ash
Daerah sebesar Rpl88.297.470.438,00 dapat dianggarkan dan
penentuan besarannva sesuai ketentuan Pasa' 9 avat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil hepala Daerah, vaitu paling rendah
Rp600.000.000,00 Jan paling tingg 0,15% darn target Pendapatan
Asli Daerah di atas Kp150.000.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyvediaan anggaran tersebut harus
berpedoman pada Pesal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walal
Kepala Daerah.
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5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
semula gebesar Rp70.317.873.270,00 bertambah sebesar
Rpl1.245.838.360,00 menjadi sebesar Rp71.563.711.630,00 atau
5,01% dari total belanja daerah sebesar Rpi.427 468.322.748.00
yang  diuraikan ke dalam rincian ohjek belanja
Tambahan  Penghasilan berdasarkan Beban Kerja  ASN
sebesar Rp71.563.711.630,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawni, aspek
efektivitas, efisiens:, kepatutan dan kewajaran penggungan anggaran
sesual ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Da=rah dan butir D.16.a.1).j).[7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2072
tentang Pedoman Penyusunan APBID Tahun Anggaran 2023.

Sclanjutnya, Pemcerintah Kabupaten Tulang Pawang dapal
memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juge
kemampuan keuangan dacrah dan memperoleh persetujuan DPRD,
yvang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pacda
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pembecdian
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukun permohonan persetujuan
kepada Menteri Daiam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan denpgan
Tambahan Perighasilan Pegawai kepada Aparatar Sipil Negara Tahun
Anggaran 2022,

&) Tambahan Penghasilen berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN semula sebesar REpS0.008.858.72900 bertambah sebesar
Rpl0.882.833.894,000 menjadi sebesar Rpl100.891.692.623,00 atau
7,07% dari total belanja daecrah sebesar Rpl.427.468.322.748,00
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belenja;

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula
schesar Rpl.5832.571.903,00 bertambah schesar
Rp340.192.898 00 menjadi sebesar Rpl.922.764.80,00;

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Dacrah
semula  sebesar  Rp92.902.433,00 bertambah  sebesar
Rp48.541.827,00 menjadi scbesar Rpl41.444.260,00;

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNED semula sebosar
Rph0.366.192.000,00 bertambah schesar Rpl4.789.708,600,00
menjadi sebesar Rp75.155,900.600,00;

d) Belanja Tambahan Penghasilan [Tamsil) Guru PNSD sebesar
Rp2.522.250.000,00;
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¢} Belamja Honoranum semula  sebesar Rpl19.520.995.908.00
berkurang sebesar Rp2.512.830.121,00 menjadi sebesar
Rpl7.008.165.787 00 vang diuraikan ke dalam sub rincian objek
belanja:
{1} Belanja Honorarmum Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
semula sebesar Rpl6.049.441.108, 000 berkurang sebesar
Rp2.512.830.121,00 menjadi sebesar Rpl3.572.575.787,00;

(2} Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar
Rpl40.504.800,00 berkurang sebesar Rp35.964.800,00

menjadi sebesar Rpl04.:540.000,00;
dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

al Pasal & ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaaten Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah,

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Curu ASN Daerah dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus vang bersumber
dari APEN Tahun Anggara:; 2023 melalui DAK Non Fisik,
insentil pemungutan pa‘ak daerah dan retribusi daerah, insentil
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawail berupa
belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yvang diatur
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam  kriteria tambahan  pengnasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
maksud butir D, 16.a.1).j) (8] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitar, dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanyva dapat diberikan kepada penerima
insentilf sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentifl Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila lerlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerain dan retribusi gaerah serta dalam
pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas  disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah,

bl Pasal 3 avat (i} dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemeriniah
Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presidea Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.1}.j}.09) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomror
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2027 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitrs, kepatuhap, dan kewajaran dalam
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pencapaian sasaran program dan kegiatan scsual dengan
kebutuhan dan wakiu pelaksanaan kegiatan dalam rangks
mencapai targe! kinerja kegiatan diinaksud serta standar harga
satuan yang ditetapkan oleh Bupah,

¢) Pasal 3 avat (2} dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunsan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pernerintah Daerah untuk Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp419.260.893.333,00 berkurang sebesar Rp2.161.794.918,00
menjadi sebesar Rp4 17.099.098.4 15,00 atau 23,22% Jdari total belanja
daerah sebesar Rpl.427.468.322.748 00 harus digunakan urtuk
pengadaan barang/jasa vang nilai marfaatnya kurang dari 12 [dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yvang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait
dengan memperhatikan aspek cfektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sesual ketentuan Pasal 3 ayal (1] dan
Pasal 539 Peraturan Pemerintah Nomor [2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.15.a.2).a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 ‘Yahun 2022 tentang
Pedomar. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penvediaan anggaran Belunja Barang dan Jasa yang antara lain
lercantum pada objek!

1) Belanja Barang semula sebesar Rp90.361.640.843,00 berkurang
scbesar Rpd.458.020.558 00 menjadi sebesar Rp85.903.620 285,00
atau 6,02% dari toal belanja daerah schesar
Rpl.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

al Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp90.361.640.843,00 beikurang sebesar Rp4.458.020.558,00
menjadi scbesar RpB5.903.520.285,00 atau 6,02% dan total
belanja daerah schesar Rpl427.468.322.748,00 vang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp8.483.972,500,00 berkurang sebesar Rp3.303.693.650,00
menjadi sebesar Rp5. 180.278.850,00;

(2] Belanja Alat/Bahan uniuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rpb.520.710.200,00 bertambah sebesar
Rp150.126.906,00 menjadi sebesar Rp6.670.837.006 00;

(3] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetax
semula sebesar Rpl2.362.388.350,00 berkirang sebesar
Rp256.746.748,00 menjadi scbesar Rp12.105.641 602,00,
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(4] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
semula sebesar Rpl.500.610.100,00 berkurang secbesar
Rp418.311.200,00 menjadi scbesar Rpl.082.298.900,00;

(5} Belanja Alat/Bahan untuk Kegatan Kantor-Alat FLiztnk
semula sebesar Rpl.629.92!.600,00 bertambah scbesar
Rp77.540.100,00 menjadi sebesar Rpl.707.461.700,00;

(6) Belama Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp458.870.000,00
berkurang sebesar Rp30.692.500,00 menjadi sebesar
Rp408, 177.500,00

{7] Belanja Obat-Obatan semula setesar Rp7.189.31C. 100,00
berkurang sebesar Rp58.300.200,00 menjadi sebesar
Rp7.131.009.900,00;

(8] Belanja Makanan dan Minuman HRapat semula
sebesar RpB.077.621.000,00 bertambah sebesar
Rp268_387.000,00 menjadi sebesar Rp8.346.008.000,00;

(9} Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
sebesar Rpi.490.306.0C0,00 bertambah sebesar
Rpl1.239.218.000,00 menjadi sebesar Rp2.729.524 000,00,

(10} Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
Urusan Kesechaten semula sebesar Rp0,00 bertambak
sebesar Ep3.521.148.600,00 menjadi sebesar
Rp3.521.148.600,00;

{11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangar semula
sebasar Rp472.220.000,00 berkurang sehesar
Rpl172.468.000,00 menjadi sebesar Rp299.8532.000,00;

i12) Belanja  Pakatan Dinas  Hanan PDH)  sebesar
Rp551,730.000,00;

i13) Belania Pakaian Sipil Resmi (PSR| sebesar
Rp227.000.000,00;,
(14} Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp323.150.000,00;

(15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar
Rp417.750.000,00 berkurang sebesar RpR7.375.000,00
menjadi sebesar Rp330.375.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksenaan tugas
dan fungsi OFD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Dacrah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan  serta
memperhitungkan ¢stimasi sisa persediaan barang Tanun Angraran
2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi
dalam rangka efisiensi dan elcktifitas penggunaannya sesuai Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomo:s 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)
Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tabhun 2019 tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolsan Barang Milik
Dacrah, scbagaimana maksud D.l6.a.2).cl(l).{a)] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rpl6.012.677,741,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
vang tertuang dalam HRPD dan dijabarkan dalam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian susaran program, kegiatan Jdan sub
kegiatan guna mencapai target kinerja vang ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimuna maksud butir
D, 16.a.2).¢).(1).Ib) dan butir [.16.a.2).cl.(1).{c) Lampiran Peaturan
Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan
kepada masyarakal/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas baraing yang akan diserahkan kepada
masyarakat /pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja vang terkan
langsung dengan  pengadaan/pemnbangunan  sampai  siap
diserahkan.

Belanja Jasa semula sebesar Rpl40.917.994.713,00 berkurang

sebesar Rp8.985.534 977 00 menjadi sebesar

Rp131.932.459.736,00 atau 9,24% dari total beianja daecrah sebesar

Rpl.427.468.322.748,00 yang antara lain fiuraikan ke dalam

rincian objek:

al Belanja .Jasa Kantor semula sebesar Rpll13.532.108.407.,00
berkurang scbesar Rpl2.704.958.647,00 merjadi sebesar
Rpl00.827.149.760,00 atau 7,06% dar total belanja daerah
sebesar Rpl.427.458.322.748 00.

Selanjutnya, Belanja Jasa antor antara lain diurgikan ke dalam

sub rincian objck belanja:

{1) Honorarium Narasumber atau Pembalas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula  sebesar
Rp3.319.675.000,00 bertaimbah sebesar Rp840.425.000,00
menjadi sebesar Rpd. 160, 100,000,00;

{2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rpl4.288.600.000,00
berkurang sebesar Fn6.965.675.000,00 menjadi sebesar
Pp7.322.925.000,00;
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(3) Honorariumm Penyuluhan atau Pendampingan semula

(4]

(3]

(6)

(7]

(8]

(2)

(10)

(11

(12)

(13)

(1)

(15)

sebesar Rpl168.400.000,00 berkurang sebesar
Rp4.800.000,00 menjadi sebesar Rpl1€3.600.000,00;
Hoaorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula
gebesar Rpl77.720.000,00 berkurang sebesar
Rpl10.320.000,00 menjadi sebesar Rpl167_400.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semuia sebesar
Rp8.140.295.000,00 bertambah sebrsar
Rp3.152.544.824,0C menjadi sebesar Rpl11.2092,839.824 00,
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum semula sebesar Rp23.936.000.000,00 berkurang
sebesar Rp453.725.000,00 menjach sehesar
Rp23.482.275.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp2.723.850.000,00 berkurang sebesar Rpl73.965.000,00
menjadi sebesar Rp2.549.885.000,00;

Belanja Jasa Tenuaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan semula sebesar Rp322.080.000,00 berkurang
sebesar Rp24.600.000,00 menjadi sebesar
Rp297.480.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula scbesar
Rpl.576.500.000,00 berkurang scbesar Rp40.400.000,00
menjadi sebesar Rpl.536.100.000,00;

Belanja Jasa Tenagi Operator Komputer semula sebesar
Rp2.184.100.000,00 berkurang sebesar Rp375.400.000,00
menjadi sebesar Rpl.808,700.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula secbesar
Rp241.050.000,00 berkurang sebesar Rp77.250.000,00
menjadi sebesar Rp153.800.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Ahli serula sebesar
Rpl.368.100.000,00 berkurang sebesar Rp55.700.060,00
menjadi sebesar Rpl.302.400.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp2.243.580.000,00 bertambah sebesar Rpol70.300.000,u0
menjadi sebesar Rp2.4 13.880.000,00,

Belanja Jasa Tenaga Keamanar semula sebosar
Rp4.854.975.000,00 berkurang sebesar
Rp1.077.045.000,00 menjadi sebesar Rp3.777.930.000,00;

Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp30.000.000,00
berkurang sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar
Rp27.000.000,00;
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(16) Belanja Jasa Tenzga Informast dan Tekrnologi semula
schesar Rp8C3.825.000,00 berkurang schesar
Rp131.450.000,00 menjadi sebesar Rpb72.375.000,00;

(17} Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan P:motretan semula
sebesar Rp9.922.050.000,00 berkurang sebesar
Rp2.982.500.000,00 menjadi sebesar Rp5.939.550.000,00;

{18} Belanja Kawatl/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula
sebesar Rp3.047.530.000,00 berkurang seDESAT
Rp280.838.572,00 menjadi sebesar Rp2.766,691.428,00;

Dalam pelaksanaannva harus memperhatikan asas kepatuian,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam  pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesua. dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapal target kinerja sub kegliatan dimaksud serta standar
harga satuan yvang dite*apkan oleh Bupat sesuai ketentuan
Pasal 3 avat (1) dan Pasul 51 ayat (5) Feraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa vang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribus: nyata terhardap pencapaian kiner;a pelaksanaan sub
kegatan., Penganggaran jasa sebaga imbalan vang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik vang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan
besarannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta scbagail imbalan yany diberikan kepada pihak
lairi atas pemberian layvanan antara lain hstrik, air, telepon,
internet dan jasa-jasa lainnya sebagaunana maksud ULutir
D.16.a.2).cl.i2]).ja}] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar
Rpd.304.633.600,00 bertambah secbesar Rp4.717.574.200,00
menjadi sebesar Rpl3.022.207.800,00 atau 0,91% dan tlotal
belanja daerah sebesar Kpl.427.468,322,748,00 yang antara
lairi diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi
Jaminan Kesehatan bagi PEI semula sebesar
Rp7.602.336.000,00 bertambah sebesar Rpd.391.831.800,00
menjadi sebesar Rpl0.994.167.800,00, dianggarkan dalam
rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi
seluruh penduduk yvang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Tulang Bawang dengan manfaat pelayanan di ruang nerawatan
kelas Il selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu

Pekerja Penerima Upah (PFU) dan Penerima Bantuan laran (PBI).
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawung wajib
melakukan integrasi Jaminan Keschatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
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kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2).c).[2).(bl.v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomnor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,

Sehubungan dengan hal tersebutl, Pemenntah Kabupaten
Tulang Bawang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian
atau seluruhnyal Jaminan Keschatan Daerahnya dengan
manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian
Jaminan Keschatan Daerahnya dengan skema ganda
schagaimana dimaksud butir D.l6.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyedinan anggaran yang tercantum
pada:

(1) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP
Kelas 3 semula sebesar Rpd422 385.600,00 bertambah
sebesar Rp277.0:14.400,00 menjadi sebesar
Rp700.000.000,00;

(2] Belanja luran Jaminan Kesehatan baz Nor ASN semula
sebesar Rpl12.792.000,00 bertambah sebesar Rp984.000,00
menjadi sebesar Rpl3. 776,000,00;

(3) Belanja [uran Jaminon Kecclakaan Kerja bagin Non ASN
semula  sebesar Rpl24.020.000,00 berkurang secbesar
Rpl.530..000,00 menjadi scbesar Rpl122.490.000,00;

{4) Belanja luran Jaminan Kematian bag Non ASN semula
sehesar Rp143.100.000,00 berkurang sebesar
Rp1.530.000,00 menjadi sebesar Rpl141.570.000,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja luran Jaminan Kesehatan,
Belanja luran Jaminan hecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran
Jaminan Kematian bugi pekerja/pegawali yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawal Non Pegawai Negeni Sipil Daerah
(PNPNSD) vang dipelkerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak
schagai perlindungan keschatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakit akibal kerju berupa perawatar,,
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebazai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibsat kecelakaan kerja berupa santunan
kematian sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v,
D.16.8.2).cl.(2).(bl.vi, D.16.a.2).c).(2).(b].vii, D.16.a.2).c).(2).(d),
dan D.16.a.2).c).[2).[e)] Lampiran Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 8« Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023,
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c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp5.685.058%, 106,00 terkurang sebesar Rpl.358.982.900,J0
menjadi sebesar Rp4.326.076.206,00 atau 0,30% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 yang antara
lair, diuraikan ke dalam sub rincian objek:

{a) Belanja Sewa Kendaraan Bermoler Penumpang semula
schesar  Rp3d 418.087.000,00 berkurang  sebesar
Rpl.281.8R0.600,00 menjadi sebesar Rp2,136.206.400,00,

bl Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
sebesar Rp47.600.000,00;

c] belanja Sewa Alal! Rumah Tangga Lainnyva (Home [lse)
semula sebesar Rpl130.500.000,00 berkurang sebesar
Rp66.750.000,00 menjadi sebesar Rpb3.750.000,00;

(d) Belanja Sewa Puoralatan Umum  semula sebesar
Rpl.008.427.000,00 berkurang sebesar
Rp407.676.000,00 menjadi sebesar Rpa600.751.000,06;

Belanja Sewa GCedung dan Bangunan semula sebesar
Rp318.100.000,00 bertambah sebesar Rp431.750.000,00
menjedi sebesar Rpv49.850.000,00 atau 0,05% dari total
belanja dacrah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 yeng antara
lain diuraikan ke dalam suk rincian objek:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempel Pertemuan
semula sebesar Rpll17.000.000,00 bertambah sebosar
RpS.000.000,00 rmenjadi sebesar Rpl122.000.000,00;

[b) Belanja Sewa Hotel semula sebesar Rpl7.1040.000,00
bertambahn sebesar Rp376.650.000,00 menjadi sebesar
Rp293.750.000,00;

(2) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp255.500.000,00 bherkurang sebesar Rp239.000.000,00
menjadi sebesar Rpl6.500.000,00 atau 0,00% dari total
belanja daerah sebesar Rpl.427 . 468.322.748,00 yang antara
lain diuratkan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Tanaman
semula sebesar Rpl175.500.000,00 berkurang sebesar
Rp159.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuailian
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apahila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggpran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan  anggaran
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemsrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

(2
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Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman sada
standar barang, standar kebutuhan dan/atou standar harga
sesual ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun
2020 dan Persturan Mentleri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.16.5.2).c).{2).()] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam WNegen Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula  sebesar
Rp3.987.580.000,00 bertambah sebesar Rp8T9.880.570,00
menjadi sebesar Rp4.B67 450.570,00 atau 0,34% dari total
belanja dacrah sebesar Rpl.427 .468.3272.748,00 vang antara
lain tercantum pada:

1a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya semula sebessr Rp630.000.000,00
berkurang sebesan Fp410.000.000,00 menjadi scbesar
Rp220,000.000,00;

(b] Belanja Jasa Konsaltansi Perencanaan Rekavasa-.asa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula
schesar Ep2.170.000.003,00 berkurang sebesar
Rpd 00.000.000,00 menjadi sebesar Rpl.770.000.000,00;

[¢) Belanga Jasa Konsultansi Perencanaan Rekavasa-.Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik  Sipil
Transportasi semulz sebesar Rpl100.000.000,00
bertambeh sebesar Rp899.330.570,00 menjadi sebesar

Rp999.330.570,00;

{d; Belanja .Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-
Jasa Perencanaan ddan Perancargan Perkotaan semula

sebesar RpQ,00 bertambah sebesar Rpl00.000.000,00
menjacl sebesar Rp100.000.000,00;

(e} Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataar Ruang-
Jasa Perencanaan Wilayah semula scberar

Rpl125.000.000,00 bertambah sebesar Rp625,000.00:0,00
menjadi sebesar Rp750.000.000,00"

') Belanja Jasa Konsultanzi Non Fonstruksi semvla scbesar
Rp4.277.300.000,00 bertambah sebesar Rp708.095,200,00
menjadi sebesar Bp4.9085.395.200,00 atau 0,25% dari total
belanja dacrah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 yang antara
lain tercantum pada:

{a] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telemadika
semula scbesar Rp871.800.000,00 berkurang sebesar
Rp60.500.000,00 menjadi sebesar Rp811.300.000,00;
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(b} Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
semula sebesar Rpl00.000.000,00 berkurang sebesar
Rp65.000.000,00 menjadi scbesar Rp35.000.000.000,00;

jc) Belanja Jasa Konsultansi Berorientnsi Bidang-Kesehatan
semnula sebesar Rpl95.000.000,00 bertambah sehesar
Rp258.500.000,00 menjadi sebesar Rp453.56G0.000,00;

(d] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar

Rpd.035.000.000,00 bertambah scbesar
Rp277.700.000,00 menjadi s=besar Rp3.312.700.000,00;
dianggarkan namun dalam pelaksanaannya Letap

memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutin dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uralan tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efekiivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembargunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontrulsi
mengikuti konsep full costing atav nilal aset tetap yang
dianggarkan dalam belanja modal adalah sehesar harga
beii / bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/ pembangunan aset sampal siap digunakan sesuai
ketentuan butir D.16.a.2).cl.{2).{g] Lampiran Persturan Mentrr
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Kursus/Pelatiharn, Sosialisast, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rpa.557.7 12.600,00
berkurang scbesar Epl.419.893.400,00 menjadh sebesar
Rp3.137.820.200,00 atau 0,22% dar total belanja daersh
sebesar Rpl1.427.468.322.748,00 yang auntara lain tercantum

pada:

(1) Belamja Kursus Singkat/Pelatihan semula scbhesar
Rp809 645.000,00 berkurang sebesar Rp373.385.00C,00

menjadi sebesar Pp436.260.000,00;

(2] Belanja Sosialisasi semula sebesar Rpl.376.999.800,00
berkurang scbesar Rp388.028.000,00 menjadi sebesar
Rp988.971.800,00;

{3) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar
Rpl.620.940.800,00 berkurang setesar Rp202.774.400,00
menjadi sebesar Rpl.418.166.400,00;
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(4] Belanja Diklat  HKepemimpinan semula sebesar
Ep7a2J.128.000,00 berkurang sebesar RKp455.706.000,00
menjadi sebesar Rp294,422,000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya diakukan
secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan
memperhatikan  aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muawan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi
dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperolzh
bagi pejabat dacrah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
angzota DPRD, serta unsur lainnya vang dibutuhkan
sehagaimana maksud butir D.16.a.2).¢h02).01).11 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 202% tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Sclanjulnya, penyediaan arggaran yang tercantum pada
Keglatan  Penungkatan Kapasitlas DPRD semula  sebesar
Rp2.7UB.000.000,00 bertambah sebesar Rp262.185.000,00
menjadi  sebesar  RKp2 G70.000.000,00, dapal dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orentasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan  Perwakilan  Rakvet  Daerah Kabupaten/RKota
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor !4 Tahun 2018, Pembiayaan 2an Pelaksanaan
Kegiatan terscbut agar berpedoman kepada Surat Kementernan
Dalam Negeri Nomor 188.1 /8808 /5] tanggal 22 Oktaber Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentarg Penyusunan Tata Tertib DFRD Provinsi,
Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023,

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya  tersebut diselenggarakan di luar daerah herus
dilakukan secara sangat selektil dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaal yang diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya guna efcktivilas per.ggunaan anggaran daerah.

Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerch dapal
menvelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kempetensi dalam
rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kom petensi
SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan sccara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
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serta lembaga pengembangan SDM vaag kempeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus hsease-19 SCSUAI rmaksud outir
D.l6.a.2}.c).(2).01).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor B4 Takun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengen penerapan
tatanan normal bard, produkif dan aman Corona Virus Disease
19 di berbagai aspek kehidupan dar pemanfaatan teknologi
informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, pend.dikan dan pelutihan, bimbingan
tekruis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM  Aparatur atau  sejenis  lainnya dapat
dilaksanakan secara virfual maupun hybrd sesuai maksud butir
D.16.a.2).c).(2).{1).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor B4 Tahun 2022 lentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023,

3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rpl12.571.658.142,00
berkurang sebesar RKp2.468.129.733,00 menjadi sebesar
Rpl0.103.528.409,00 atau 0,71% dari totel belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322. 748,00 yang antara lain diuraikan ke dalam

rincian objek:

a)] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp8.286,109.000,00 berkurang sebesar Rpl.092.105.744,00
menjadi sebeser Rp7.194.002.256,00 atau 0,50% dari total
belanja daerak sebesar Rpl.427.368.322.748 00 yung antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semrula
sebesar Rp80.000 000,00 bertambah sebesar

Rp7.500.000,00 menjadi sebesar Rp87.500.000,00;

(2] Belanja Pemeliharaar. Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermoter Penumpang semula sebesar
Rp4.6449.175.000,00 berkurang sebesar Rp205.527.00C,00
menjadi scbesar Rpt.443.648.000,00;

(3} Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar
En3£4.800.000,00 berkurang sebesar Eps5.100.000,00
menjadi sebesar Rp299.700.000,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
Computer semula sebesar Rpl06.770.000,00 berkurang
schesar Rp85.300.000,00 menjadi scbesar

Rp221.470.000,00;



=B -

{5) Belanja Pemebharaan Komputer-Peralatan Komputer
Peralatan Person: Computer semula sebesar
Rp8.0C0.000,00 bertamnbah sebesar Rp7.000.000,00 menjadi
achesar Rp15.000.000,00;

k) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula schesar
Rp3.301.499 142,00 berkurang sebesar Rpl.067.470.989,00
menjadi sehesar Rp2.234.028, 153,00 atau 0,16% dari total
belanja daerah sebesar REpl.427.468.322.748,00 yeng antara
lain tercantum pada;

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Banpunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula
sebesar Rp2.563.950.042,00 berkurang scbesar
Rpl.017.293. 389,00 menjadi secbesar Rpl.546.656.653,00;

[2] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat  Kerja-Bangunan  Gudang semula  sebesar
Rpl05.000.000,00 tertambah sebesar Rpl<40.000.000,00
menjadi schesar Rp245.000.000,00;

(3} Belanja Pemeliharaan Banpunan Gedung-Bangunan Gedung

Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar
Rp100.000.000,00;

(4] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempal Kerja-Taman semuia sebesar Rpl125.000.000,00
berkurang sebesar Rp79.000.000,00 menjadi sebesar
rp46,.000.000,00.

c) Belanja Pemeliharaan .Jalan, Janngan, dan Ingasi senula

sebesar RpY984.050.500,00 berkurang sebesar
Rp363.220.000.00 menjadi sebesar Rp620.830.000,00 atau
0,04% dari total belarnju daerah sebesar

Rpl.427.468.322.748,00 vang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap
Pengembangan Rawa sebesar Rpl148.500.000,00;

{2) Belanja Pemeliharaan Instalasi-lnstalasi Air Bersin/Air
Baku-Instalasi Air Permukaan sebesar Rp210.000.000,00;

{3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan
Listrik Lainnya semula sebesar Rp280.000.000,00
berkurang sebesar Rp245.000.000,00 menjadi sebesar

Rp35.000.000,00,

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan  aspek efektivitas, efisiensi,  kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran  dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesual ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pewnerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangen Daerah.
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Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yaug berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengeuna barang berpedoman  pada  daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimeksud dalam Pasal 46 ayat
(1) cdan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nownor 28 Tabun 2020
dan Peraturan Mentenn Da.am Negernn Nomor 19 Tahun 2016
lentang Peduman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta bulir
[2.16.a.2}.¢).[3) Lampiran Peraturan Menteri Dalerm Neger’ Nomor
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2023,

Belanja Perjalanan Dinas scmula sebesar Rp62.836.274.685,00
berkurang secbesar Rp4 098.109.185,00 menjadi sebesar
Rp58.738.165.500,00 atau 4,11% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00.

Selanjulnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antare lain
diuraikan ke dalam sub rincian nbjek:

(1) Belanja  Perjalanan Dinas  Biasa  semula  sebesar
Rp41.907 894,685,000 bertambah sebesar Rp221.663.921,00

menjadi sebesar Bp42.129.558.606,00;

[2] Belanja  Perjalanan  Dinus Tetap semula  sebesar
Rpd2 000.U00,00 bersxurang sebesar Rpl11.200.000,00
menjadi sebesar Rp2 1.000.000,00;

(3] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula secbesal
Rp839.800.000,00 bertambah sebesar Rp12.159.089.094,00
menjadi sebeser Rp12.998,889.094,00;

(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula
sebesar Rp19.856 530.000,00 berkurang sebesar
Epl6.749.085.000,00 menjaal sebesar Kpd. |107.495.000,00;

(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
sehesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar

Rpl108.850.000,00 menjad! sebesar Rp2(8.880.000,00.

harus dirasionalken dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran scria penghemalan penggunaan
anggaran dan discsuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing
masing kegiatan sebagaimuna dimaksud dalam Pesal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukan secara selcktif, memperhatikan frekuensi, jumlah hart
dan pesertanya dibatasi serta rcemperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturarn perundang-undangan.
Standar satuan biava untuk perjalanan dinas diangrarkan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presider Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D 16.a.2).cli4) Lampiran Perziuran Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angparan
2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan divas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di
dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggaia dan dibiayai
scluruhnya oleh Pemenntah Daerah penyelenggara maupun yvang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah  Darrah  peserta den biava perjalanan dinasnva
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir
D.16.a.2).c).[4).[a)..v Lampiran Peraturan Menteri Dalam WNeger
Nomor £4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBL Tahun
Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyvediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan untuk menganpgarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapal, seminar, dau sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara
dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemerintan Daerah peserta dengan
biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah
peserta  sesuai  maksud  butir [N16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkaitan dengan itu, penyediacn anggmuan belanja perjalanan
dinas ke huar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifal
urgent dan mendesak bag kepentingan Pemenntah Kabupaten
Tulang Bawang, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawarg dengan pihak luar
negeri dan dalam pelaksanasnnyva juga harus berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perialanan Dinas
Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negzri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daecrah, Pimpinan lan
Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 di
Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar
menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali
kegiatan vang bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menten
Dalam Negeri Nomor 099/6937/5J tanggal b Desember 2021
tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.
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Selain 1itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada;

a) Sekretariat Daerah sebesar Rp6.532.532.000,00 atau 8,92% dari
lotal belanja pada Sckretariat Daerah sebesar
Ep73.261.114.169,00;

bl Seckretariat DPRD sebesar Rpl6.8B31.586.600,00 atau 28,61%
dari  total belanja pada Sekretarint DPED  scbhesar
Rp58.841.131.495,00;

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivites,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serla penghemntan perggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan szbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemenntah Nomor |2 Tahun 201° tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnyva, has=il rasionahsasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas scbagaimana
tercantum dalam P-EXKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesudi
dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
danfatau dalam rangka pemenuhan alokasi bzlanja dalam
penerapan tatanan normal baru, nroduktif dan aman COVID-T19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka
penanganan dampek inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Uang dan/atau Juasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat semula sebesar Rpb79.950.000,00
bertambah  sebesar Rp280.850.657,00 menjadi  sebesar
Fpa60.800.657,00 atau 0,07% dar total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarskat sebesar Rp383.250.000,00 yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah vang Bersifat Perlombaan
sebesar Rpl129.550.000,00 dapat  dianggarkan drengan
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektiviias, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta peaghematan penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Noemor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral.

Berkaitan dengan itu, penvedinan anggaran tersebul hanya untuk
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargean atas suatu prestasi, beesiswa kepada masyarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunean
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
provek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) vang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan scsuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(3].(a) Lampiran
Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,
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Belanja Hibah can Bantuan Sos:al

1) Pengangegaran Belanja Hibah semula sebesar Rpa7.097.012.686,00
bertambah  schesar Rpl4.705.101.000,00 menjadi  sebesar
Rp61.802.113.686,00 atau 2 33% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322 748,00 vang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

al

bj

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp24.604.906.000,00 bertambah sebesar Rp4.060.000.000,00
menjadi sebesar Rp28.664 906,000,000 yvang hanva divraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibab Uang kepada Pemerintah
Pusat sebesar Rp28.664.906.000,00 yang tercantum pade Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokresi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Penulihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

Belanja  Hibah  kepada PBadan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp22.060.000.000,00 berkurang sebesar
Rpl.533.362.000,00 meniadi sebesar Rp20.526.638.000,00 vang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

i1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga vang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan fremula sebesar
Rp10.435.000.000,00 bertainbah sebesar Rp375.000.000,00
menjadi scbesar Rpl0.510.000.000,00; Yang diuratkan <e
dalam sub rincian chiek Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan Lembaga vang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(2} Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaha, Sukarcla
Jdan Sesial vang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rpl1.100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badar dan Lembapa
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memilki Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.100.000.000,00;

(3) Belanja Hibali kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Keraesyarakatan semula
sebesar Rpl10.325.000.000,00 berkurang sebesar
Rpl.708.362.000,00 menjadi sebesar Rp8.616.638.000,00
vang diuraikan ke dalam sub rincian objel Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasvarakatan =ebesar Rp8.616.638.000,00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
sehesar Rp422. 106.686,00,
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2] Bantuan Sosial sebesar Rp3.290,300 000,00 atau 0,23% dari total
belania daerah sebesar Rpl.427 468,322 748 00 yany diuraikan ke
dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu
sebesar Rp3.290.300.000,00.

4. Belanja Modal

Penvediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar
Hp206.455.016.805,00 berkurang sebesar Rp7.925 588.824 00 menjadi
sebesar Rpl198.529.427.981,00 atau 13,91% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00 agur penganggaran diprioritaskan untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait
langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ckonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor ¥4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan APBD Tahun Anggarar 2023.

Penganggaran belanja modas tersebul digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadanan aset tetap dan aset lainnva yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digurakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas
minimal kapitalisasi asset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor (2
Tahun 2019 tentang Penyelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud
butir 0.16.b 3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2023,

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungs: OPD serta
ketersediaan barang milik daerah vang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD
dalam pengusulan penvediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yvang baru [new initiutive] dan angka dasar [baseline) serta
penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerai dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penelapan
standar kebutuhan opleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolnan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengewolaan Barang Milik
Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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L) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar
Rp52.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.380.0C0,00 menjadi
scbesar Rp48.6200.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telzphone,

6) Relanja Modal Komputer semula sebesar Rpl.969.380.242 00
berkurang  sebesar Rp525.841.242,00 rmenjadi sebesar
Rpl1.443.539.000,00 atau 0,10% dari total belanju daerah sebesar
Epl.427.468.322.748,00 yaug diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Maodal Komputer Unit semula sebesar
Rpl1.294.970.800,00 berkurang sebesar Rp9.317.800,00
menjadi sebesar Rpl.285.653.000,00;

b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar
Rp674.409.442.00 bekurang scbesar Rp516.523.442 00
menjadi sebesar Rpl157.886.000,00.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar

Ep59.651.368.610,00 berkurang sebesar Rpb.388,231.471 00 mengadi
scbhesar Ep52.763.137.139,00 atav 3,70% dari wotal belanja dacrah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00 vang antara lain diuraikan ke dalam
objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lair: diuraikan ke
dalam rircian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempal Kerja
semula sebesar Kp38.151.368.610,00 berkurang sebesar
Rp7.170.018.971,00 menjacli sebesar r’p50.981.349.6349,00
Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
(1} Belanja  Modal Bangunan Gedung  Kantor  schesar
Rpl.962.288.000,00;
|2] Belanja Modal Bangunan Keschatan scbesar Rp431.107.5794,00;
(2] Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar
Rp46.214.911.187,00,
(4) Belanja Modal Banguran Fasiltas Urmum sebesar
Rp335.000.948,00,

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar
RplU6.250.147 183,00 bertambah sebesar Rp3.128.732.948,00
menjadi sebesar Kpl09.378.882.131,00 atau 7,66% dari total belanja
daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00 vang diuraikan ke dalem
objek:

1} Belanja Modal Jalan dan Jembatar semula sebesar
Rp91.897.769.401,00 bertambah sebesar Rp4.697.014.730,00
menjadi sebesar RpY96.554.784.131,00 atau 6,77% dan total
belanja daerah sebesar Rp1.427.468.322. 748,00 yang diuraikan
pada rincian objek:

a] Belanja Modai Jalan sebesar Rp92.059.784.131,00;

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Kp4.535 000.000,00;

2] Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp725.954.482,00
berkurang sebesar Rp725.954.482,00 menjadi sebesar Rp0,00
atau  0,00% dari total belanja  daerah sebesar

Rpl.427.468.322.748,00.



4. Belanja Modal Asel Tetap Lainnya semula sebesar Rp4.324 861.000,00
bertambah sebesar Rp816.185.780,00 menjadi sebesar
Rp5.141.046.780,00 atau 0,36% dari total belanja daerah sebesar
Rpl.427.468.322.748,00 yang diuraikan ke dalam objck Belanja
Modal Bahan Perpustakaan,

Penganggaran belanja modal dilakvkan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 20272 tanggal 30 Maret 2022,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada;
a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebhesar

Rpl5.497.189.000,00 bertambah sebesar Rp28.795.450,00
menjadi sebesar Rpl15.525.984.450,00;

b, Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Kp2.500.000.000,00.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga vang
kompetitif dalam rangka meninghkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
kepada masyarakat.

Belanja Tidal: Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluzran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darvrat lermasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
Ltahun-tahun sebelumnya dan obantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penan;ranan COVID-19 dan dampaknya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunasn Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggpunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan

APBD Tahun Anggaran 2023,

Penvediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rp8.050.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.612.776.924,00 menjadi
schesar Rp4.437.223.076,00 atau 0,31% dari total belanja daerah
sebesar Rpl.427.468.322.748,00 dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2022 dan kemungkinan adanva kegiatan-kegiatan yang sifatrnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengarun pemerintah
daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan
Pesal 68 dan Pasal 59 Peraturan Pemerinah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,



- B9 -

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja  Transfer semula sebesar
Rp204.072.366.275,00 berkurang sebesar Rp4.348.374.076,00 menjadi
sehesar RE199.723.992,.199,00 atau 13,49% dan total belanja daerah
scbhesar Rp1.427.468.322.748,00 yvang diuraiken pada:

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp4.895.680.250,00 bertambah
sebesar Rpb51.625.924,00 menjadi sebesar RpS5.547.30€.174,00
atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar
Rpl1.427.46R.322. 748,00 vang diuraikan antara lain ke dalam
rincian objek yaitu:

1} Belanja Bagi Hasil Palak Daecrah Kepada Pemenntahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp5.202.320.174,00 atau
0,10% darl total pendapatan pajak daerah  sebesar
Rp52.023.201,739,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tertang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor & Tabun 2014 tentang Desa sebagaimana telab
diubah terakhir dengan Perataran Pemerintah Nomeor 11 Tahun
2019 dan butir D.16.d.2).8).(B) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 20023,

4] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota Kepada
Pemerintahan Desa scbesar Rp344.986.000,00 atau 0,10% dari
total pendapatan retribusi daerah sebesar Rpd. 443 ,860.000,00,

telah memenuli alokasi anggaran univk Belanja Bag Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
sebhesar 10% (sepulch  persen) dari Retribusi  Daerah,
schagaimana diamanatken dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 11 Tahun 2019 dan butir
D.16.d.2).a).[8] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan AFBD
Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rpl199,176.686.025,00
berkurang  sebesar  Rp5.000.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp194.176.686.025,00 atau 13,60% dari total balanja daerah sebesar
Rpl.427. 468,322 748,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian
objek yaitu:
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1} Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota ke Daerah Provinsi
semula secbesar Rp3 BO97.264.785,00 berkurang sebesar
Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp897.264.T85,00 atau
0,06% dari totil belanja daerah sebesar

Rp1.427.468.322.748,00;

2] Belanja Bantuan  keuangan Daerah  Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa semula schesar
Rp195.279.421.240,00 berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00
menjadi sebesar Rp193.279.421.240,00 atau 13,54% dari toial
belanja dacrak sebesar Rpl.427.468.322.748,00.

dianggarkan dalam rangks kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagl pemben dan /atai penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja uwrusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yvang
diwajibkan oleh  peraturan  perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-FPAS
vang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023  sesual  dengan kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokast
belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan,
kesehatan, sosial, ckonomi dan penganggaran belanja wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentvan peraturan
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran
kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanje bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir
D.16.d.2).b}) Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Arnggaran
2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C.Kebijakan Pembiavaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp16.5C0.000.000,00
bertambak schesar Rp28.271.444.5317,00 menjadi schesar
REp44.771.444 317,00 dirinci sebagairiana Tabel 18 sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembsayaan daerah terdin dan:

5

Penerimaan daerah vang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerzh yang terukur secara rasional
yvang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran daerah vang dianggarkan dalam Perubahan APBD

merupakan rencana pengeluaran daerah sesual denpan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan dzerah dalam jumlah yang cukup.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan aemula sebesar
Rp20.000.000.000,00 bertambah sebeser Rp28.271.444.317,00 menjadi
schesar Rpd48.271.444.31700. Penerimaan pembiayaan tersebu* terdin
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPAj semula
sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.271.444.317,00
menjadi sebesar Rp48.271.444.317,00 atau 2,38% dari total belanja
daerah sebesar Rpl.427.468.322.748,00.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggurkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terdin
dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.500.000.000,00 yvang hanya
diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Caerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD] sebesar Rp3.500.000.000,00 vyang dapat
dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentanig
Penvertaan Modal vang terlebih dahulu menyusun analisis investasi
sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebat dilakukan oleh
penasehat imvestas: yang independ2n dan profesional, dan ditetapkan oleh
Bupati sesuai kKetentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan
butir E.3.b Lampiran Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

Dalam hal jusilah penyeraan modal dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan daerah dan alokas penyertaan modal dimaksud tidak nelebth
jumlah wvang tercantum dalam peraturan daerah tentang penvertaan
modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak per'u
melakukan perubahan atas peraturan daerah dunaksud

KESESUAIAN RANCANGAN FERATURAN DAERAH TENTANG FPERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20273
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KFRJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKP|
SERTA PERUBAHAN KEBLJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN
PERUBAHAN PRICRITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:
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Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Legiatan Rancangan Peraturan Oaerah
dan Rancangan Peraturan Kepaia Daerah dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS
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2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Penoapatan dan Belarja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubsthan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada REPD sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harud mengupayakan
konsistens il hl!'l.il.ll.i" 1:'.|.l.'|.I_'I-il|'|. percacanaan anggaran daerah, mulai dari
P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peratvran Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20323
sesual amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daersh, sebagaimana telsh diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo: 6 Tahun 2023, Pasal
17 avat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 23 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Meneagah Daeiah, dan Pasal
23 avat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3! Peraturan Pemeriatah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah ser'a Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Pevaturan Daerah rentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Draerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
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Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegilatan dan Sub Kegiatan yaag
tidak tercantum dalam P-REKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak
diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan
dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimzana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA
dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam
penerapan tatanan normal baru, produktifl dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupar, bairk aspek pemennianan, kesehatan, sosial, ekonomi dan
penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampal: inflasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijgkan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan vang lebih linggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat menyecsuaikan program,
kegiatan dan sub kegiatan baru.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Kesesuman program dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai ketentuan
Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bewang tentang
APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Daerah sebesar Rpl.425.093.475.616,00 sedangkan
vang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah
senesar Rpl.430.968.322.748 00

2. Jumlah program yang tercantum daiam Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 90 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancarigan Peraturan Daerah sejumlah 89 program.

Berkaitan dengan itu, Pemernintah RKabupaten Twang Bawang agar

memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tuhun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapatl
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan
terhadap prioritas nasional.

2. Perubahan jumiah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan toiwulan 1l, hasil fasilitasi
Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahosan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya agar penyesuaan program
mempertimbangkan pencapaian targetl akhir Indikator Kinerja Utama (TKLU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebaga‘mana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Kabupaten Tulung Bawang Tahun 2023-2026.



REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapaian dan Belanja Daersh Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis peavusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
juga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Doerah tentang Perubahan APBD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas.,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dar Keuangan Daerah
sebagrimana telah diubah dengan Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan sccara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemenntahan Daerah sesual amanat Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistern Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2],
Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menter: Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunar Jangika Panjang Daerah dan
Rencans Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencena
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rzncana Kerja Pemerintah
Daerah.

C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyediakan pendanaan
kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara
proporsional sesuai beban keria masing-masing sesuai deagan tahapan
pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiztan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peratiran Menter! Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2020, Surat Edaran Menten Dalam Negen Nomo: 900.1.9.1/435/ 5]
dan Nomor :900.1.9.1/5252/5J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024,
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Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan vang tidak
sesuai  dengan ketentusn peraturan  perundang-undangan, untuk
selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada
tahapan dan jadwal pros=s penyusuran APBD Tahun Anggaran 2022 seuuai
ketentuan butir F.1.a.5).c] Lampiran Pzraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
&+ Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Terdapat sclisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
pada

Penganggaran DBH sebesar Rp3.811.8323.900,00

Untuk itu Pemerintah kKabupaten Tulang Bawang harus menyesuaikan
anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp29.275.540.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Beawang agar memperhitungkan kembali
peningkatan anggaran PAD sebesar Rp163.266.571.524,00 menjadi sebesar
Rpl88.297.470.438,00 mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun
sebelumnya dan realisasi sampal dengan 31 Agustus 2023 masih cukup
rendah dari yang dianggarikan pada Hancangan Peraturan Daerah tentaag
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

. Penganggaran tarpget Pendapatan Begi Hasil Pajak agar berpedoman pada

ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Meger
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampuag
Nomor 900/2639/VI.02 /2022 Tengges] 19 Juli 2022 tentang Penganggaran
Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bag Hasil Pajak Provins:
pada Perubahan Anggaran Pendapata: dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah Tahun Anggaren 2023

. Alokasi belamja pepawal dianggarkan sebesar Rp541.586.167.391,00 atau

32,33% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus gura, tunjangan peolesi guru yang
bersumber dan TKD]. Hal im1 belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBID Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mengganggarkan kekurangan
Pembayaran Kewajiban luran Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehztan
sehesar Rpl6.959.203.055,00 (per agustus 2023) dengan nncian:

a} luran Pemerintah Daerah sebesar Rpl1.528.832.447,00;

b) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah - Pemerintah Daerah
sebagal Penyelenggara Negara sebesar Rp4.008.502,500,00;

c) Bantuan luran Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Dacrah
sebesar Rp338.391.200,00;

d) Bantuan luran Pekrrja Bukan Penerima Upah Mandiri scbesar
Rp302.811.600,00;

e} KP Desa sebesar Rp777.565.308,00.
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Sesual dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78/PMEK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi
luran Peserta PBI Jeminan Kesehatan, [uran Peserta PBPU dan Peserta
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan D1 Ruang Perawatan Kelas III,
Dan Bantuan [uran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanun Di Kuang Perawatan Kelas [l
Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah kabupaten Tulang Bawang agar menyesuaikan Alokasi
Anggaran DAK Non Fisik sesual Kzputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomer 266 Tahun 2023 teatang Perubahan Rincian Dana Alckasi
Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023,

Tata Naskah Rancangan Feraturan Daerah tentang Perubahan Anggarin
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Merubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PLERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023

1. Konsiderans Menmbang hurcl a diubah menjadi:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan paspl 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femenntahan Dacrah
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemenntah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerab untuk memperoleh
Persetujuan Bersama;

v

D dadag

2. Konsiderans Mengingat:

a. angka 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indunesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. angka 9 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6737);
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. angka 2] diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan
Anggota DPRD (L.embaran Negara Republik Indonersia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Norner 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

. angka 8, angka 11, angka 26, angka 33, angka 40, angka 42,
angka 48 dan angka 49 dihapus.

. angka 37 dan angka 38 lengkapi lembar pengundangannya.
angka 45 dan angka 46 diubah menjadi Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validas! daa Inventarisasi Pemmutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah

schbagaimna telah diubah dengan Keputusan Menteri Delam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022,

. tambahkan:

1) Peraturan Pemerintah Nownor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

2} Peraturan Pemerintah Nomor 37 Trhun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

%) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 teatang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2022
Nomor 213);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5) Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana  Dasrah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik ladonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelavenar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
teatang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 1447);

§) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Tekrologi Nomor 32 Yahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendiadikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677};
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9) Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun.....;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannva agar

distsuaikan dengan hirark: peraturan perundang-undangan.

Dikium Menetapkan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul
peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frasa Kabupaten
Tulang Bawang, sesuai keientuan angka 58 lampiran 1] Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

Batang Tububh.

a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan
atau akronim yasg bersifatl umum yang berlaku bagi pasa. atau
beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2022,

b. Frasa Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 9 ayat (1) diubah menjad:
frasa Tahun Anggaran 2023,

c. Pasal 10.
1] Angka 4 diubah menjadi:
Lampiran IV : REKAPITULASI BELAINJA DAN

KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET

KINERJANYA;
2) Tambahkan Lampiran X bara:
Lampiran X: SINKRDNISASI MAJOR PROJECT

DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

21 Angka 15 diubah men;adi:
Lampiran XV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

{MULTT YEARS);

Sesual Ketentuan Peraturan Merteri Delam Negeri Nomor
84 Tahun 2022 tertang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belamja Duerah Tahun Anggaran 2023

Dengan adanya perubahan nomenklatur lampiran,
penulisan lampiran agar menyesuaikan.
2. Lampiran
a. Lampiran |

1) pada pojok kanan stas halaman pertama lampiran
cantumkan:
LAMPIRAN ......
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada
halaman pertama.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran [, agar dicantumkan kolom bertambah /(berkurnng)
dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase {%).
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¢. Lampiran IIL.

bl | O

k.

L.

1] Judul diubah menjadi: RINCIAN PERUBAHAN APBD
MENURLUT URLSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KIEGIATAN, SUB KEGIATAN,
AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN.

Z2) Pada kolom dasar hukuma, cantumkan dasar hukum
perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar
hulkum perubahan/penambahan target dan indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub
kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
Pengeloiaan keuangan Daerah.

3) Ruang penandatanganan oleh Bupati cukup dicantumkan
pada halaman terakhir lampiran,

Judul Lampiran [V diubah menjadi REKAPITULASI
PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN @ MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB REGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN
TARGET KINERJANYA,

Tambahkan Lampiran X Baru yaitu SINKRCNISASI MAJOR
PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
DAERAH.

Lampiran X diubah meajadi Lampiran X1,

Lampiran XI diubali menjadi Lampiran X1,

Lampiran X1l diuban menjadi Lampiran XIIL

Lampiran XIII diubah menjadi Lampiran XIV dan judul
lampiran  dilengkapi menjadi DAFTAR  PERKIRAAN
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
DAN ASET LAIN-LAIN.

Lampiran XIV diubah menjadi Lampiran XV dan judul lumpiran
diubah menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAR
(MULT! YEARS).

Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.

Lampiran XVI diubah menjadi Lampiran XVIL.

[I. RAPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Konsideran menimbang diubah menjadi:
“bahvwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah

Nomor..

.. Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubshan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
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. Konsiderans mengingat :

Agar disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan

daerah dan tambalikan Peraturar Daerah ;

Diktum Menetapkan, jenis dan nama yang tercantumn dalam judul

peraturan daerah, dicantumkan kembali tanpa frazsa Kabupaten Tulang

Bawang, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran Il Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022,

Batang tubuh

a. Tambahkan beberapa pasal yvang menguraikan/merinci lebih lanjut
terhadap ketentuan Pasal 2 rancangan peraturan bugati, seteah
ditambahkan maka urutan pasal-pasal berikutnya menyesuaikan.

b. Pasal 3 nomenklatur judul iampiran diubah dengan menambahkan 3
(tiga) lampiran baru yaitu Lampiran X[, XII, dan Xl sehingga
menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

. LAMPIRAN 1 : RINGEKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBuUEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN,

LAMPIRAN T1 : PENJABARAN FPERUBAHAN APBD MENURUT
URLISAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KRELOMPOEK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK,
DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAALT;

LAMPIRAN 111 : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN HIBAH;

LAMPIRAN IV : DAFTAR NAMA FENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL;

LAMPIRAN V : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS;

LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL;

LAMPIRAN VII : RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB  KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RiNCIAN OBJEK
DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN:

LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK
BiMI DAN PERTAMBANGAN GAS
ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, 5UB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;



9, LAMPIRAN IX

10. LAMPIRAN X

1. LAMPIRAN XI

2. LAMPIRAN XII

13, LAMPIRAN XIlI
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SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAT
KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM
RANCANGAN PERATUKRAN DAERAH TENTANG
PERUJBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APBD  DENGAN  PROGRAM  PRIORITAS
PERBATASAN NEGARA:

: RERAPITULASI DAN SINKRONISAS] PERATURAN

BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APBD YANCG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER
DANA;

: DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI

PER FKT?2;

DAFTAR ALOKASI ANGCARAN DANA BOS PER
SEKOLAH;

FORMULIF KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA
BELAMJA MODAL BERUPFA PRODUK DALAM
NEGERI (PDN], TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERT (TKDN],

Sesual ketentuan Peraturan Mentern Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TahunAnggaran 2023, |

5. Lampiran
a. Lampiran |

1| pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumbkan:

LAMPIRAN ......

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

2] Penulisan judul lampiran cukap dicantumkan pada halaman pertama

lampiran.

Lampiran selanjutnya menyesusakan.

b. Lampiran Il

Kolom penjelasan, agar mencantumkan:

i, Dasar hukum pendapatan.

ii. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah
diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

iii. Penganggzran pembicyaan disertai penjelasan mengenai dasar hukuni,
sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelonpok
pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

¢. Judul Lampiran 11l diubah menjadi DAFTAR NaMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH.

d, Judul Lampiran IV diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAI
PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL.
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.Judul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT

PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS.

Judul Lampiran VI diubah menjadi DASTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT
PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGIH HASIL.

~Judul Lampiran VII diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN

OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN;

h. Judul Lampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN

b

MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-
MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;

Judul Lampiran IX diubah menjadi SINKRONISASI KEBLIAKAN
PEMERINTAH DAERAH FADA DAERAH PERBATASAN DaLAM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN
NEGARA;

Judul Lampiran X diubah menjad? REKAPITULASI DAN SINKRONISAS]
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG
DISAJIKAN EERDASARKAN SUMBER DANA

. Judul Lampiran X diubah menjad: LAMPIRAN VIII : RINCIAN DBH

SDA PERTAMBANGAN  MINYAX BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS
ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUM! MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAS], PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN,

Judul Lampiran X diubeh menjadi LAMPIRAN X SINKRONISASI
KEBLIAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH
PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APED LCENGAN PROGRAM PRIORITAS
PERBATASAN NEGARA;

Judul Lampiran X diubah menjadi :

LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISAS]I PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN
BERDASARKAN SUMBER DANA;

Judul Lampiran Xl diubak menjadi :

LAMPIRAN XI: DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI FPER
FKTP;
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o. Judul Lampiran XII diubah menjadi

LAMPIRAN XII  DAFTAR ALOEKASI ANGGAEAN DANA BOS PER
SEROLAH;

p. Judul Lampiran XIII diubah menjadi :
LAMPIRAN XIII : FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH

MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL
BERUPA PRODURK DALAM NEGERI (PDN), TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN).
Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 vang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,
tetap harus berpedoman kepada kKetentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI




